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KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil’alamin, dengan segala kerendahan hati, penulis
panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat, nikmat serta karunia
yang dilimpahkan-Nya kepada kita semua terutama kepada penulis sehingga
penulis dapat menyelesaikan Rancangan Aktualisasi ini dengan judul
“‘Peningkatan Pemahaman OPD Tentang Tipologi Pengadaan Barang/Jasa
Melalui Pembuatan Panduan Praktis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Mukomuko”.

Tujuan dari penulisan Rancangan Aktualisasi ini adalah untuk memenuhi
salah satu persyaratan menyelesaikan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Golongan
[l Angkatan XXXVIII Tahun 2025 yang diselenggarakan di Pusat Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Bukittinggi.
Rancangan Aktualisasi ini menggambarkan mengenai rancangan penulis untuk
meningkatkan pemahaman SDM pada OPD di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Mukomuko tentang tipologi pengadaan barang/jasa agar mampu
melaksanakan proses pengadaan secara efektif, efisien, dan sesuai regulasi
sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penulis tidak lepas dari bimbingan dan
dorongan dari semua pihak, maka dari itu penulis menyampaikan rasa hormat
dan terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan
Rancangan Aktualisasi ini. Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan

terimakasih kepada:



Bapak H. Sarjayadi, SS, M.A.P selaku Kepala Pusat Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Bukittinggi beserta
seluruh jajaran.

Seluruh Bapak/Ibu Widyaiswara dan seluruh panitia Latsar CPNS yang telah
memberikan pengarahan dan pemahaman terkait materi-materi Pelatihan
Dasar CPNS.

Bapak Cipta Eratama, S.STP selaku coach yang memberikan arahan dalam
penyusunan rancangan aktualisasi ini.

Ibu Norma Sulisiawati, S.Sos., M.E selaku Evaluator yang memberikan
evaluasi dan bimbingan dalam Menyusun rancangan ini.

Bapak Drs. H. Marjohan, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko.
Bapak Effih, S.T., M.T, selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah dan Bapak Adi Marta, S.Pi selaku mentor yang telah
memberikan bimbingan, pengarahan, saran serta nasehat dalam berbagai
hal terutama dalam penyusunan Rancangan Aktualisasi ini.

Seluruh Bapak/lbu di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat
Daerah yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran serta nasehat
dalam berbagai hal terutama dalam penyusunan Rancangan Aktualisasi ini.
Kepada Suami penulis (Jhoni Hartanto, SE) yang telah senantiasa
mendoakan, memberikan motivasi, dan dukungan dalam menyelesai

Rancangan Aktualisasi ini.



9. Kepada Orang Tua penulis yang telah senantiasa mendoakan, memberikan
motivasi, nasihat dan dukungan dalam menyelesai Rancangan Aktualisasi
ini.

10. Rekan-rekan Pelatihan Dasar CPNS Angkatan XXXVIII Kelompok 3 yang
saling memberikan dukungan, semangat, dan motivasi selama Pelatihan

Dasar CPNS ini.

Penulis menyadari bahwa Rancangan Aktualisasi ini masih jauh dari
sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya
membangun guna kesempurnaan Rancangan Aktualisasi ini. Penulis
mengharapkan semoga Rancangan Aktualisasi ini dapat bermanfaat bagi para
pembaca dan semoga Rancangan Aktualisasi ini dapat memberikan manfaat
bagi pihak-pihak yang memerlukan Dan semoga Allah SWT melimpahkan rahmat

dan karunia-Nya kepada kita semua. Aamiin ya Rabbal’alamin.

Mukomuko, 19 Desember 2025
Peserta

Rita Yuliana, S.Kom
NIP. 199407262025062002
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut perundang-undangan nomr 20
Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara merupakan profesi bagi pegawai
negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja
pada instansi pemerintah. Pegawai ASN memegang teguh ideologi
Pancasila, Undang-Undang Dasar Begara Republik Indonesia Tahun 1945,
setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang
sah. Pegawai ASN bertugas melaksanakan kebijakan public yang dibuat oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas
serta mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksanan,
dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan
Pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan public
yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik
korupsi, kolusi dan nepotisme.

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2021 menetapkan bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
memiliki kewajiban untuk mengikuti Pelatihan Dasar CPNS dalam masa
prajabatan yang dilakukan secara terintegritas untuk membangun integritas

moral, kejujuran, semangat, motivasi nasionalisme dan kebangsaan,



karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, memperkuat
profesionalisme serta kompetensi bidang, untuk mencapai kompetensi PNS
yang professional, peserta Pelatihan Dasar CPNS dibekali dengan nilai-nilai
dasar yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan Profesi PNS
secara professional sebagai pelayan Masyarakat yang meliputi : Berorientasi
Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Loyal, Adaptif, Kolaboratif, serta
manajemen ASN, Pelayan Publik dan Employer Branding bangga melayani
bangsa.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah dengan tujuan mempercepat proses pengadaan
barang/jasa pemerintah, meningkatkan efisiensi, dan memperluas transaksi
dalam sistem pengadaan.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) merupakan kegiatan
strategis dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah. Di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko berdasarkan hasil
pengamatan dan diskusi dengan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
dan mentor, pemerintah Kabupaten Mukomuko menunjukkan masih adanya
perbedaan pemahaman dan kesalahan dalam memilih metode pengadaan,
seperti pengadaan langsung, e-purchasing, tender cepat, penunjukan
langsung, tender dan pemilihan jenis pengadaan secara swakelola ataupun

penyedia. Kurangnya literasi ini berpotensi menimbulkan kesalahan dalam



perencanaan dan pelaksanaan pengadaan, yang berimplikasi pada
efektivitas penggunaan anggaran.

Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan
pemahaman SDM OPD terkait tipologi pengadaan barang/jasa. Melalui
pembuatan panduan praktis, diharapkan ASN mampu membedakan jenis-
jenis pengadaan secara tepat serta menerapkannya sesuai regulasi yang
berlaku (Perpres No. 46 Tahun 2025 dan peraturan turunannya).

Kegiatan ini juga menjadi wujud penerapan nilai dasar ASN
BerAKHLAK, khususnya nilai Kompeten, Adaptif, dan Kolaboratif dalam
melaksanakan tugas pelayanan publik yang profesional dan berintegritas.
Kegiatan ini juga sejalan dengan tugas dan fungsi UKPBJ sebagai pusat
keunggulan pengadaan (center of excellence) yang memiliki peran penting
dalam membina dan mendampingi OPD dalam pelaksanaan pengadaan.
Dengan adanya Modul panduan praktis diharapkan menjadi bahan acuan
yang pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program
dan kegiatan pemerintah daerah. Inovasi ini diberi judul “Peningkatan
Pemahaman OPD Tentang Tipologi Pengadaan Barang/Jasa Melalui
Pembuatan Panduan Praktis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Mukomuko”.



B. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan gagasan yang telah dipaparkan,

rancangan aktualisasi ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai,

antara lain:

1. Mampu mengaktualisasikan pengetahuan dan keterampilan yang
diperoleh dari berbagai mata pelatihan, meliputi wawasan
kebangsaan, sikap dan perilaku bela negara, nilai-nilai dasar
BerAKHLAK, serta pemahaman tentang peran manajemen ASN dan
Smart ASN;

2. Mampu meningkatkan pemahaman SDM OPD terkait jenis dan
mekanisme pengadaan barang/jasa;

3. Dapat dijadikan sebagai acuan praktis dalam memahami dan
melaksanakan pengadaan;

4. Mewujudkan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang
transparan, efisien, dan akuntabel melalui perencanaan yang matang

dan sesuai prosedur;

C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup pelaksanaan rancangan aktualisasi ini berada pada
Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Mukomuko.
Sasaran kegiatan mencakup SDM (Sumber Daya Manusia) pada masing-
masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Mukomuko vyang terlibat dalam proses pengadaan



barang/jasa. Kegiatan aktualisasi ini dilakukan melalui serangkaian
tahapan terstruktur yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan
kemampuan SDM di OPD dalam mengenali serta menerapkan tipologi
pengadaan barang/jasa secara tepat dan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, sehingga mendukung terwujudnya pengadaan
yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Mukomuko. Pelaksanaan aktualisasi ini dijadwalkan
berlangsung selama hari kerja, yaitu mulai tanggal 27 Oktober 2025

sampai dengan 28 November 2025.



BAB I

PROFIL INSTANSI DAN PESERTA

A. Profil Instansi

1) Sejarah Lembaga
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Gambar 1. 1 Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sekretariat daerah adalah
unsur staf pendukung kepala daerah yang melaksanakan fungsi
perumusan kebijakan, koordinasi dan fungsi pelayanan administrasi
serta fungsi pendukung lainnya. Sekretariat Daerah Kabupaten
Mukomuko terletak di Jalan Imam Bonjol No.1 Komplek Perkantoran
Pemerintah Kabupaten Mukomuko Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan

Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko.



Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja
Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Sekretariat Daerah
Kabupaten Mukomuko masuk ke dalam klasifikasi tipe A yang terdiri atas
3 asisten, dimana asiten 1 membawahi 3 bagian, asisten 2 membawahi
3 bagian, dan asisten 3 membawahi 4 bagian. Kemudian untuk
melaksanakan amanat Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang
menyebutkan bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah
ditetapkan dengan Perkada, maka Pemerintah Kabupaten Mukomuko
menetapkan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten
Mukomuko.

Adapun tugas Seretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam
penyusunan Kkebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap
pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
Selanjutnya Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas artinya
menyelenggarakan fungsi :

a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan satuan kerja perangkat daerah;

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;



d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada
perangkat daerah; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

2) Visi dan Misi Lembaga
Visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko selaras
dengan visi misi Kabupaten Mukomuko, sebagai berikut :

a. Visi Kabupaten Mukomuko

“Kerja Bersama Menuju Mukomuko Maju”

1) Kerja bersama bermakna: memiliki semangat dan komitmen
kuat untuk melibatkan partisipasi publik semaksimal mungkin.
Tanpa melihat latar belakang etnis, agama, adat istiadat, latar
belakang pekerjaan dan pendidikan dalam proses
perencanaan pembangunan serta akselerasi pembangunan
berkelanjutan. Kerja bersama juga memiliki makna pelibatan
secara aktif kalangan pejabat dan ASN di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Tanpa melihat Ilatar
belakang kesukuan, pelibatan perguruan tinggi/akademisi,
tokoh masyarakat, praktisi, ASN afiliasi dengan kandidat
kontestasi Pilkada, sektor swasta dan segenap stakeholder di
Kabupaten Mukomuko. Untuk menggerakkan pembangunan

Kabupaten Mukomuko membutuhkan peranserta dan



2)

partisipasi publik secara total dalam bentuk gotong-royong atau
kerja bersama. Tanpa semangat gotong-royong dan konsep
kerja bersama, mustahil pembangunan dapat berjalan dengan

baik.

Maju memiliki makna: sebuah kondisi masyarakat yang
berkeadilan, distribusi kebijakan pembangunan yang merata,
makmur, gemah ripah Ioh jinawi, berkecukupan sandang

pangan, sehat jasmani dan rohani serta berpengetahuan.

Misi Kabupaten Mukomuko

1)

2)

3)

4)

5)

Penguatan Reformasi Birokrasi dan peningkatan kapasitas
Aparatur Birokrasi.

Peningkatan kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan dan
Keagamaan.

Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung peningkatan
Perekonomian masyarakat (komoditas kelapa sawit sebagai
produk unggulan).

Peningkatan Pembangungan Industri Hilirisasi untuk membuka
lapangan pekerjaan dan memeberikan nilai tambah
pendapatan masyarakat.

Peningkatan kemandirian desa.



3) Struktur Lembaga

Berdasarkan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 22 Tahun 2020
pasal 3 tentang Susunan Organisasi Bagian Tata Pemerintah dan Kerja

Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko, sebagai berikut :
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.
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko

1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris

Daerah yang membawahi :

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;dan

C. Asisten Administrasi Umum.

2) Masing-masing Asisten sebagaimana yang dimaksud diatas

membawahi:
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a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi
3 (tiga) Bagian terdiri dari;
(1) Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama, membawahi 3
(tiga) Sub Bagian terdiri dari:
a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi
Daerah
b) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan;
c) Sub Bagian Evaluasi dan Kerja sama.
(2) Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi 3 (tiga) Sub
Bagian terdiri dari :
a) Sub Bagian Bina Mental Spritual;
b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
c) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.

(3) Bagian Hukum, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari

a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.
b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi 3 (tiga)
Bagian terdiri dari :
(1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam,
membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:

a) Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD;
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b) Sub Bagian Pengawasan, Pengendalian, Distribusi
Perekonomian dan Ekonomi Mikro Kecil;
c) Sub Bagian Sumber Daya Alam Energi dan Air
(2) Bagian Administrasi Pembangunan membawahi, 3 (tiga)
Sub Bagian terdiri dari :
a) Sub Bagian Penyusunan Program;
b) Sub Bagian Pengendalian Program;
c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
(3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi 3 (tiga)
Sub Bagian terdiri dari :
a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik;
c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan
Barang dan Jasa.
c. Asisten Administrasi Umum, membawahi 4 (empat) Bagian
terdiri dari:
(1) Bagian Umum, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan Staf Ahli dan
Kepegawaian;
b) Sub Bagian Perlengkapan;

c) Sub Bagian Rumah Tangga.
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(2) Bagian Organisasi, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri
dari:
a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
b) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
c) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

(3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi 3
(tiga) Sub Bagian terdiri dari:
a) Sub Bagian Protokol;
b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan;
c) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.

(4) Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahi 3 (tiga)
Sub Bagian terdiri dari:
a) Sub Bagian Perencanaan;
b) Sub Bagian Keuangan;
c) Sub Bagian Pelaporan.

4) Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Bagian Pengelola

Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Kabupaten Mukomuko.

‘ BUPATI MUKOMUKO ‘

‘ SEKTERARIS DAERAH ‘

‘ ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN ‘

‘ KABAG PENGADAAN BARANG DAN JASA ‘

[ [ 1
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA KASUBAG PENGELOLAAN ANALISIS KEBIAKAN AHLI MUDA
SUBKON PENGELOLAANLPSE PENGADAAN BARANG DAN JASA SUBKON PEMBINAAN DAN ADVOKASI

1
i
i
i
i

1
‘ SRAR ‘ | 2l ‘ [ STAF | JABATAN FUNGSIONAL
‘ | | | ‘ ‘ PENGELOLA BARANG/IASA

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Bagian UKPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko
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a.

Tugas dan fungsi bagian pengadaan barang dan jasa, sebagai

berikut :

Berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten Mukomuko Pasal
27 Nomor 22 tahun 2020. Bagian pengadaan barang dan jasa,
mempunyai tugas melaksanakan penyimpanan perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat
daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidag
pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik, pembinaan, dan advokasi
pengadaan barang dan jasa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diamksud pada
ayat (1), bagian Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan
fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan daerah di bidang pengelolaan
pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan
secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan
barang dan jasa.

2. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan Kkebijakan
daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa,
pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik,
pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

3. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang
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dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik,
pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan
jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektonik,
pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa,

Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Asisten
Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan

tugasnya.

b. Tugas dan fungsi Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan

Jasa, sebagai berikut :

1.

2.

Melaksanakan inventarisasi paket pengadaan barang dan jasa.
Melaksanakan riset dan analisis pasar dan jasa.

Menyusun strategi pengadaan barang dan jasa.

Menyiapkan dan mengelola dokumen pemilihan beserta
dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan.
Melaksankan pemilihan penyedia barang dan jasa.

Menyusun dan mengelola katalog elektronik lokal/sektoral.
Membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan
barang dan jasa pemerintahan.

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

pengadaan barang dan jasa pemerintah.
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C.

9.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
bagian Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi.

Tugas dan fungsi Sub Bagian Pengelolaan Layanan, sebagai

berikut :

1.

Melaksanakan pengelolaan seluruh sistem informasi
pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya.

Melaksankan pelayanan pengadaan barang dan jasa
pemerintah secara elektronik.

Memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi penggunaan
seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa.
Melaksanakan identifikasi kebutuhan pengembangan sistem
informasi.

Melaksanakan pengembangan sistem informasi yang
dibutuhkan oleh UKPBJ.

Melaksanakan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa
pemerintah kepada masyarakat luas.

Mengelola informasi kontrak.

Mengelola informasi manajemen barang dan jasa hasil
pengadaan.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala
Pengadaan barang dan Jasa sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya.
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d. Tugas dan fungsi Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi

Pengadaan Barang dan Jasa, sebagai berikut :

1.

10.

11.

Melaksanakan pembinaan bagi para pelaku pengadaan
barang dan jasa pemerintah, terutama para Pengelola
Pengadaan Barang dan Jasa dan personel UKPBJ.
Melaksanakan pengelolaan manajemen pengetahuan
pengadaan barang/jasa.

Membina hubungan dengan para pemangku kepentingan.
Melaksanakan pengelolaan dan pengukuran tingkat
kematangan UKPBJ.

Melaksanakan analisis beban kerja UKPBJ.

Mengelola personil UKPBJ.

Melaksanakan pengembangan sistem insentif personel
UKPBJ.

Memfasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan
secara elektronik.

Melaksanakan pengelolaan dan pengukuran kinerja
pengadaan barang/jasa pemerintah.

Melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau
konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintahan di
lingkungan pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, dan desa.
Melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau

konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan
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12.

13.

barang/jasa pemerintahan, antara lain SiRUP, SPSE, e-
katalog, e-monev, dan SIKap.

Melaksanakaan layanan penyelesaian sengketa kontrak
melalui mediasi.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi.
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B. Profil Peserta

Nama Lengkap

NIP

Tempat/Tanggal Lahir
Instansi

Unit Kerja

Jabatan

Pangkat/Gol
Pendidikan Terakhir
No. HP

Email

Gambar 2.3 Foto Peserta

Rita Yuliana, S.Kom

199407262025062002

Pacitan, 26 Juli 1994

Pemerintahan Kabupaten Mukomuko
Bagian Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko
Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli
Pertama

Penata Muda IlI/A

S-1 Sistem Informasi

0852-6737-0182

Ritayuliana2694@amail.com
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mailto:Ritayuliana2694@gmail.com

Penulis memegang jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Ahli Pertama sesuai SK CPNS dan penetapan langsung oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Adapun tugas
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama menurut Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(PermenPAN-RB) Nomor 29 Tahun 2020 diantaranya :
1. Melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa
pemerintah.
2. Melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah.
3. Melaksanakan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa
pemerintah.
4. Melaksanakan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah

secara swakelola.
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BAB Il

RINGKASAN RANCANGAN AKTUALISASI

A. DESKRIPSI CORE ISU
a) Berdasarkan hasil observasi selama melaksanakan tugas sebagai CPNS
di Kabupaten Mukomuko dengan jabatan pengelola pengadaan barang
dan jasa ahli pertama, yang memiliki peran penting dalam melakukan
pengadaan barang/jasa pemerintah dalam mewujudkan pelaksanaan
pengadaan barang/jasa yang kredibel dan akuntabel, menjadikan
pengadaan barang/jasa terpercaya, professional dan modern. Proses
pengadaan barang/jasa yang saat ini didapat dengan menggunakan
katalog elektronik atau tender. Berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi
dengan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Mukomuko, ditemukan masih adanya perbedaan
pemahaman dan kesalahan dalam memilih metode pengadaan, seperti
pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah di
Kabupaten Mukomuko yang melakukan proses pengadaan menggunakan
katalog elektronik terdapat kesalahan dalam menentukan jenis
pengadaan. Yang seharusnya belanja tagihan telephone, tagihan air dan
tagihan Listrik menggunakan jenis pengadaan yang dikecualikan, bukan
pengadaan langsung. Karena proses tidak sesuai ketentuan, dapat
menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pelanggaran

terhadap peraturan (Perpres 16/2018, 12/2021, 46/2025). Dan dalam
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pemilihan jenis pengadaan pun kurang memahami baik secara swakelola
ataupun penyedia serta banyak OPD yang terlibat dalam proses
pengadaan namun masih berpedoman pada peraturan presiden yang
lama.

Hal ini terlihat dari masih adanya kesalahan dalam menentukan metode
pengadaan, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, serta kurangnya
kepercayaan diri dalam mengambil keputusan terkait pelaksanaan

pengadaan.

€« c o sirup.lkpp.go.id/sirup/rekap/penys

Dashboard « Kontak =

Cari Paket = Panduan FAQ Berita

elitian dar 2.710.401

624,800

elanja Tagihan Telep 2,400,000

rencanaan, Penelitian dan Pengembangan elanja Tagih Air 6.000.000 APAL 545246 ! y 20

\canaan, Penelitian dan Pengembangan  Belanja lagihan Listrik 150.134.247 AP 4524661 January 20

encanaan, Penelitian dan Pengembangan  Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berl 84.240.000 APBL 545246 January 20

anaan, Penelitian dan Pengembangan  Belanja Sewa Alat K r 19.500,00( APBI 5452 January
Er Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kant end. 12000000  Dikecualikan APBD 54525245 January 2025
Daerat
38 canaan, Penelitian dan Pengembangan elanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas da 317,600 E-Purchasing APBD 54527036 January 2025
39 canaan, Penelitian dan Pengembangan  Belanja Alay/Bahan untuk Keglatan Kantor-Bak 624,800 E-Purchasing APBD 54527037 January 2025
mput

40 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Belanja A an eglatan Kant al 4,057,600  Pengadaan APBD 54527038 January 2025

Kondisi ideal yang seharusnya terjadi adalah adanya keselarasan
pemahaman dalam melakukan perencanaan pengadaan barang/jasa
mampu melaksanakan proses pengadaan sesuai dengan tipologi
pengadaan. Berpedoman pada Peraturan Presiden, Peraturan Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
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cs1 ~ [ Je Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan

4 A | B 4 D | E F
1 | Detail
Tanggal

, | KedeRUP Satuan Kerja | Nama Paket Metode Pangadaan | Jenis Pengadasn

3 (60924918 |Puskesmas Lubuk Pinang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor Pengadasn Langsung| Pengadaan Rarang |2 Oktober 2025
4 61240334 _|Badan Keuangan Dasrah Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak -Purchasing engadaan Barang |21 Oktober 2025
5 60964244 |Badan Bencana Daerah |Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Kanstruksi Pengadaan Langsung| Pengadaan Barang |5 Oktober 2025
6 [60905437 | Puskesmas Air Manjunta |Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabat Kantor -Purchasing engadaan Barang |1 Oktober 2025
7 [58988407_|Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Pengadaan Langsung| Pengadaan Barang |3 Oktober 2025
8 [61010950 Ipuh Belanja Kawat, YV Jasa Lainnya tober 2025
9 [60927175 |Dinas Soslal Belanja Tagihan Listrik Pengadaan Langsung| Jasa Lainnya 2 Oktaber 2025
10 (59807610 [Badan Bencana Daerah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor E-Purchasing Pengadaan Barang |6 Oktaber 2025
11 [60866384 |Dinas Tenaga Kerja dan migrasi Belanja lasa Tenaga inistrasi Pengadaan Langsung| Jasa Lainnya 7 Oktober 2025
12 Dinas elanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Pengadaan Langsung| Pengadaan Barang |6 Oktober 2025
13 Badan Bencana Daerah elanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor Lainnya gadasn Langsung|Pengadaan Barang |4 Oktober 2025
14 Dinas i Koperasl Dan Usaha Kecll Menengah | Belanja Modal Komputar Unlt Lainnya Purchasing Pengadaan Barang |7 Oktaber 2025
15 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan elanja Alat Besar-Alat Bantu-Electri wiakelola - Oktaber 2025
16 (60924921 |Puskesmas Lubuk Pinang Belanja Modal Komputer Unit Lainnya-Laptop Pengadaan Barang |2 Oktaber 2025

17 (60901302 |Puskesmas Bukit Mulya

18 [60973579_|Dinas Kesehatan

Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
Bangunan Puskesmas Pembant

ing
Pengadeon Langsung| Pengadaan Barang

Pengadaan Langsung|Jasa Konsultans|

Oktober 2025

Oktober 2025

19 /51082551 |Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

|Pengawasan Rehabilitasi Ruang PTSP Beserta interiar Kantor Kejari

Pengadaan Langsung| Jasa Konsultansi

11 Oktober 2025

E-Purchasing

Pengadaan Barang

1 Oktaber 2025

20 (60909202 Sungai Rumbai

| Belanja Madal Peralatan Persanal Computer - Printer Epson

9,000,000(

21 (61001465 [Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koper.

[Belanja Alat/Bahan Bangunan/Gedung Kantor Pasar Koto laya

Pengadaan Langsung|

Pekerjaan Konstrukd7 Oktober 2025 5,430,000
317,326,800
|

22 (61103806 |Sekretariat DPRD Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga E-Purchasing Pengadaan Barang |13 Oktober 2025
23 60908129 logon Raya Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak Pengadaan Langsung| Pengadaan Barang |1 Oktober 2025 900,663,
24 (59657500 |inspektorat Daerah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Pengadaan Langsung| Pengadaan Barang |3 Oktaber 2025
25 (61057402 |Badan Keuangan Daerah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Pengadaan Langsung| Pengadaan Barang |9 Oktober 2025
Dasrah elanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Pengadaan Langsung| Pengadaan Barang tober 2025
Air Manjunta belanja Madal Persanal Computer E-Purchasing engadaan Barang taber 2025
Dinas Tenaga Kerja dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Kamputer Purchasi engadaan Barang |6 Oktober 2025
Inspektarat Daerah elanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Pengadaan Langsung| Pengadaan Barang |3 Oktober 2025
30 (50978522 |Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah elanja Alal/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Pengadaan Langsung|Pengadaan Barang |6 Oktober 2025
aan Umum dan Penataan Ruang Renovasi Bangunan Kantor Masubdenpom Persiapan Mukomuko Pengadaan Langsung| Pekerjaan Konstruk 11 Oktober 2025
32 (0946502 |Dinas Tenaga Kerja dan Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak Pengadaan Langsung| Pengadaan Barang |6 Oktober 2025

3361025497 |Dinas Perhubungan

[Belanja kawat/Faksimilifinternet/TV Berlangganan

Pengadaan Langsung|

Pengadaan Barang |8 Oktaber 2025

51 - Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan

4 A 8 3 o E 3

34 51014188 _|Puskesmas Ipuh Selanja Makanan dan Minuman Rapat Lainny Oktober 2025
35 61013553 _|Puskesmas lpuh Selanja Modal Alat Pendingin-Kipas Angin Sarang |7 Oktober 2025
36 /61247137 |Kecamatan Ipuh elanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantar d Barang |21 Oktober 2025
37 /60902513 | Dinas Pertkanan Selanja Modal Komputer Unit Lainnya - Laptap hasing Barang_|1 Oktober 2025
38 (50308180 | Puskesmas Selagan Raya Selanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover engadaan Lang: 5 arang_|1 Oklober 2025
39 '61046231 Kota Belanja Alat/Bahan untuk kegiaton Kantor-Bahon Komputer Pengadaan Longsung|Pengadaan Barang |10 Oktober 2025

40 '60905449 | Puskesmas Alr Manjunto

Belania Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover

Pengadazn Barang

1 Oktober 2025

E-Purchasing

41 '61172054_|Puskesmas Pondok Suguh Belanja Modal Komputer Unit Lainnya Barang |16 Oktaber 2025
42 60905540 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak gad Barang |14 Oktober 2025
43 60508364 Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah _|Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Pengecuslian Pengadaan Barang |7 Oklober 2025
a1 51176992 Belanja lasa Tenaga Kesehatan 2 Lainnya 16 Oktaber 2025
25 50943944 Penelitian dan Belanja Modal Peralatan Personal Computer E-Purchasing Barang |3 Oktober 2025
46 61000461 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah _|Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Pengadaan Langsung|Pengadaan Barang |7 Oktober 2025
47 59807776 _|Badan h Belanja Jasa Tenaga Arsip dan gad Lainnya 4 Oktober 2025
48 "60968984 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perle Purchasin Pengadaan Barang |6 Oklober 2025
49 51013914 _[Puskesmas lpuh Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak engadaan L Lainny 7 Oktober 2025
50 /57007007 | Puskesmas Alr Manjunta |Belanjs Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak engadaan Langsung|Peng arang |1 Oktober 2025
51 61189735 | Puskesmas Pondok Suguh Belanja Kawat/Faksimill/Internet/ TV Berlangganan Langsung|Peng Barang |17 Oktaber 2025
Eelanja Kawat/Faksimill/internet/ TV, Pengecualian ngadaan Barang |9 Oktober 2025

52 61057068 |Badan Keuangan Daerah
53 61082630 _|Dinas Pekerjaan Umurm an Penataan Ruang

Perencanaan Pemasangan Interior dan Mebeler Aula Polres

Pengadaan Langsung|Jasa Konsultansi

1 Oktober 2025

54 60949795 Daersh

Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Bahan Komputer

Pengadaan Langsung|Pengadaen Barang

Oktober 2025

55 '59807774_|Badan

Belanja Jasa Tenaga Kebersihan

Lainnya

4 Oktober 2025

56 60924132 | Dinas Sosial

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

Pengadaan Langsung|Pengadaan Barang

2 Oktober 2025

57 60927040 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer

Barang,

7 Oktober 2025

engadaan Langsung|Pengadaan Barang

58 '60955247 | Puskesmas Penarik Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4 Oktober 2025

59 /50350115 Daersh Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 'engadaan Langsung)Peng: Barang |3 Oktober 2025 1,242,000

60 61246525 | Badan Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran Purchasl Barang |21 Oktaber 2025 | 17,062,920

61 :60975355 Dinas Komunikasi dan Informatika Belanja Kawat/Faksimill/internet/ TV, engadaan Lainny Oktober 2025 | 521,260,500

62 60957036 _|Badan na Daerah [Belanja Bahan-Bahan Lainnya ngad Barang |4 Oktober 2025 3,456,000

63 (61057066 | Badan Kevangan Daerah [Belania Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer engadaan Langsung|Pengadaan Barang |3 Oklober 2025 588,000

64 59807552 |Badan Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Bahan Komputer E-Purchasing Pengadaan Barang |6 Oktober 2025 1,793,100

65 "60966456 | Dinas Tenaga Kerja dan Belanja Langganan Barang_|6 Oktober 2025 9,850,000

66 60973576 | Dinas Kesehatan [Jasa Konsultansi Perencanaan d: i |6 Oktober 2025 10,000,000

B892 - Sekretariat Daer.
| A B c o E F G

67 (60970378 _[Di dan Pencatatan Sipil Dispenser E: ngsung| [ 6 Oktober 2025 907,200\\

68 60005450 ir Manjunto Belanja Alat, Alat Listrik E Purchasing Pengadaan Barang |1 Oktober 2025 3,703,950

69 (60944893 |Inspektorat Daerah Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi E-Purchasing Pengadaan Barang_|3 Oktober 2025 7,430,000

70 59807611 |Badan Bencana Daerah Belanja Alat/Bah Bahan Cetak Pengadaan Langsung| B: Oktober 2025

7 Puskesmas Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Pengadaan Langsung| 4 Oktober 2025

72] Dinas Kesehatan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Pengadaan Langsung|Jasa Lai Oktober 2025

73 Badan Penanggulangan Bencana Dacrah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover -Purchasing Pengadaan Barang |6 Oktober 2025

74 Badan Belanja Modal Alat Kantor Lainnya -Purchasing daan Be Oktober 2025

75 (60945990 |Badan dan Sumber Daya Manusia |Belanja Alat/Bah: Bahan Cetak E; Langsung| 3 Oktober 2025

76 60943581 | Daerah |Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3 Oktober 2025
Alat/Bshan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14 Oktober 2025

1ga Berencana, Pemberdayaan Peren| Bela:
Bel

lanja Jasa Tenaga Keamanan

Pengadaan Langsung|Pengadaan Barang
jasa L

4 Oktober 2025

|Belanja Benda Pos

Pengadaan Langsung|

7 Oktober 2025

|Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantar Pengadaan Langsung|Peng rang |3 Oktober 2025
lgean ja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Pengadaan Langsung|Penga arang |2 Oktober 2025
Penduduk, Keluarga Berencana, Alat/Bah: Bahan Cetak B ngsung| 14 Oktober 2025
83 (61001286 | Dinas Peri 3 . Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah | Belanja Alat/ Kantor Pasar Lubuk Pinang Pengadaan Langsung|Pekerjaan Kanstrukd 7 Oktober 2025

Belanja Jasa Tenaga Perhubungan

Pengadaan Langsung|lasa L

8 Oktober 2025

84 (61023338 _|Dinas Perhubungan
85 61082666 |Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

H

wesan Penataan Halaman Belakang Kantor Pengadiian Negerl Mukomuko

11 Oktober 2025

86 60905431 |Puskesmas Alr Manjunto

Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan

1 Oktober 2025

87 /61010881 |Puskesmas lpuh Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Pengadaan Langsung|lasa Lainnya 7 Oktober 2025
28 61031793 _|Kecamatan Pondok Suguh Belanja Modal Personal Computer -Laptop Core i7 hasing o & Oktober 2025
89 60950316 Daersh Belanja Alat/Bah; B Pengadaan Langsung| B Oktober 2025
90 61078544 |Puskesmas Kota Mukomuko Belanja Bahan- dan Pelumas 0 Oktober 2025
91 60945259 [Badan fan dan Sumber Daya Manusia Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Pengadaan Langsung| Oktober 2025
92 (61019602 |Sekretariat Daerah Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Pengecualian Pengadaan Barang |8 Oktober 2025
93 61117827 |Dinas Penduduk, Keluarga Berencana, Jat/Bah Bahan Cetak Pengadaan Langsung| Pengadaan Bar: 4 Oktober 2025
94 61025630 _|Dinas Perhubungan Belanja Jasa Tenaga Ketertiban Umum, dan B Langsung|lasa Lainnya % Oktober 2025
95 (60943518 _[Inspektorat Daerah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor B ngsung| 3 Oktober 2025
96 61010951 |Puskesmas Ipuh Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Pengadaan Langsung| Lai 7 Oktober 2025

97 (60927077 _|Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Belanja Makanan dan Minuman Rapat _Purchasing 7 Oktober 2025
98 50807771 |Badan Bencana Daerah Belanja Jasa Operator Kapal Pengadaan Langsung|Jasa Lai 4 Oktober 2025
99 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor -Purchasing. Pengadaan Barang |7 Oktober 2025
10060967042 _|Dinas Tenaga Kerla dan 'ﬁa Makanan dan Minuman Jamuan Tamy Pengadaan Langsung B 6 Oktober 2025

Sheet0 ®
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Berdasarkan rekapan data detail paket perencanaan yang di dapat dari
Aplikasi Monitoring Evaluasi Lokal (AMEL) yang ada pada INAPROC
(Indonesia National Procurement Portal) yaitu sebuah platform digital
terpusat untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia yang
dikembangkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadan Pemerintah).

Berdasarkan data yang diambil pada tanggal 29 Oktober 2025, sebanyak

584 paket pengadaan oleh satuan kerja, dilakukan koreksi 100 data paket

perencanaan dan diperoleh Kesimpulan bahwa masih banyak satuan

kerja yang belum memahami tentang tipologi jenis Pengadaan

Barang/Jasa. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyak nya kesalahan

dalam penginputan perencanaan pengadaan.

Menurut Analisa penulis, ada 3 faktor penyebab kurangnya pemahaman

tentang tipologi jenis pengadaan yaitu :

1. Kurangnya sosialisasi dan pembinaan berkelanjutan terkait regulasi
pengadaan barang/jasa berupa sosialisasi mengenai perubahan
regulasi (misalnya Perpres dan peraturan LKPP) belum dilakukan
secara rutin ke seluruh OPD, sehingga banyak ASN belum memahami
konsep tipologi pengadaan (Penyedia, Swakelola, Kerja Sama, dan
lainnya).

2. Belum tersedianya panduan praktis yang sederhana dan mudah
dipahami oleh pelaku pengadaan, serta Sosialisasi Peraturan

Presiden terbaru sebagi referensi atau pedoman, sehingga sulit
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dipahami oleh SDM OPD yang tidak memiliki latar belakang di bidang
pengadaan

3. Tidak adanya serifikat pelatihan dan bimbingan teknis pelaku
pengadaan di OPD yang seharusnya wajib dimiliki setiap pelaku

pengadaan.

b) Dampak yang dapat ditimbulkan Adalah Kesalahan dalam menentukan

metode pengadaan, potensi ketidaksesuaian dengan regulasi,
keterlambatan pelaksanaan kegiatan, menurunnya efektivitas dan
akuntabilitas pengadaan barang/jasa di daerah. Pengadaan yang tidak
tepat sasaran dapat menyebabkan pengeluaran yang tidak efisien,
pemborosan anggaran, serta alokasi belanja yang tidak mendukung
prioritas pembangunan nasional dan daerah. Laporan pengadaan menjadi
tidak akurat dan menimbulkan persepsi negatif terhadap kinerja
pemerintah.

Dapat disimpulkan jika permasalah ini termasuk dalam Manajemen ASN,
karena berkaitan dengan kompetensi ASN yaitu ASN yang kurang
memahami tipologi pengadaan berarti belum memiliki kompetensi teknis
yang memadai dalam bidang tersebut, pengembangan kapasitas ASN
yaitu menunjukkan perlunya pembinaan dan pengembangan profesional

berkelanjutan.
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B. ANALISIS CORE ISU
Dari beberapa faktor penyebab isu dapat dilakukan penapisan untuk
menentukan gagasan yang akan diangkat untuk menjadi solusi dalam
rancangan aktualisasi, yaitu dengan menggunakan, metode Urgency,

Seriousness, dan Growth (USG).

Berikut pembahasan sekilas mengenai metode USG :

e Urgency, menunjukan seberapa mendesak isu tersebut harus segera
diatasi. Semakin tinggi tingkat urgensi, semakin cepat masalah tersebut
perlu ditangani.

e Seriousness, mengukur seberapa besar dampak yang ditimbulkan oleh
isu terhadap tujuan organisasi, kinerja, maupun keberlangsungan
program.

e Growth, menilai kemungkinan masalah akan semakin meluas atau
bertambah kompleks jika tidak segera ditangani.

Bobot Keterangan:

Angka 5 : Sangat mendesak/sangat serius/sangat Berdampak
Angka 4 : Mendesak/serius/berdampak

Angka 3 : Cukup mendesak/cukup Berdampak

Angka 2 : Kurang mendesak/kurang serius/kurang Berdampak
Angka 1 : Tidak mendesak/tidak serius/tidak berdampak
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Tabel 3.2 Penetapan Penyebab Isu Utama dengan Teknik USG

Kriteria

Jumlah Prioritas

Kurangnya sosialisasi dan pembinaan
" |berkelanjutan terkait regulasi

pengadaan barang/jasa.

Belum tersedianya panduan praktis
2. lyang sederhana dan mudah dipahami 4 | 3 | 4 11 I

oleh pelaku pengadaan

tidak dipahaminya prinsip dasar

perencanaan pengadaan yang efektif "

dan efisien.

C. RUMUSAN ISU
Setelah dilakukan penetapan isu prioritas berdasarkan kriteria APKL,
tahap berikutnya adalah merumuskan isu tersebut dengan menyesuaikannya
pada fokus, lokus, dan waktu pelaksanaan. Fokus menggambarkan arah
utama atau tujuan kegiatan aktualisasi dalam upaya penyelesaian isu, lokus
menunjukkan tempat atau unit kerja pelaksanaan kegiatan, sedangkan waktu
pelaksanaan menjelaskan periode pelaksanaan kegiatan. Adapun rumusan

isu prioritas yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :
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Tabel 3 1 Penetapan Rumusan Isu

Pemerintah
Kabupaten

Mukomuko

Pembuatan Panduan
Praktis Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten

Mukomuko

Rumusan Fokus Lokus Waktu

Pelaksanaan

Masih Peningkatan Bagian 1 (satu) Bulan

rendahnya Pemahaman Organisasi | Pengelola

pemahaman Perangkat Daerah Pengadaan

OPD tentang Tentang Tipologi Barang dan

tipologi jenis Pengadaan Barang/Jasa | Jasa

Pengadaan dan Regulasi Peraturan Kabupaten

Barang/Jasa di | Presiden terbaru Melalui | Mukomuko

D. GAGASAN KREATIF PENYELESAIAN CORE ISU

Dengan merujuk pada akar penyebabnya, maka gagasan kreatif yang

akan dilakukan untuk menyelesaikan core isu tersebut diatas adalah

‘Peningkatan Pemahaman Organisasi Perangkat Daerah Tentang Tipologi

Pengadaan Barang/Jasa Melalui Pembuatan Panduan Praktis Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Mukomuko.”

Untuk mengatasi

permasalahan

tersebut diperlukan gagasan kreatif yang berorientasi pada peningkatan

efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kerja.

Untuk mewujudkan gagasan kreatif tersebut, kegiatan-kegiatan yang

akan dilakukan selama masa habituasi adalah sebagai berikut :

1) Melakukan konsultasi dan meminta surat persetujuan pelaksanaan
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aktualisasi;

Melakukan identifikasi kebutuhan tentang tipologi pengadaan;
Pengumpulan regulasi dan materi panduan praktis tentang tipologi
pengadaan barang/jasa pemerintah;

Penyusunan draft panduan praktis tentang tipologi pengadaan;
Melakukan evaluasi outcome panduan praktis dan melaporkan hasil

aktualisasi kepada mentor
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BAB IV

CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. MATRIK JADWAL KEGIATAN AKTUALISASI

Adapun jadwal kegiatan aktualisasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Aktualisasi

Kegiatan Oktober November Desember

\' |

1 Melakukan Konsultasi dan
meminta surat persetujuan
pelaksaan aktualisasi;

2 Melakukan identifikasi
kebutuhan pemahaman
tipologi pengadaan;

3 | Pengumpulan materi
panduan praktis tentang
tipologi pengadaan;

4 | Penyusunan draft dan
mengupload panduan
praktis dan Sosialisasi
Perpres 46 Tahun 2025

5 | Melakukan evaluasi
outcome panduan praktis
dan melaporkan hasil
aktualisasi kepada
mentor
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B. MATRIK PELAKSANAAN AKTUALISASI

Unit Kerja

Sekertariat Daerah Kabupaten Mukomuko Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Identifikasi Isu

Masih Rendahnya Pemahaman Tentang Tipologi Pengadaan di OPD;
Kurangnya Pemahaman Aparat Desa Terkait Pengetahuan Tentang Tata
Kelola Pengadaan Barang/ Jasa Swakelola Menggunakan APBD Desa.
Belum Optimalnya Pemahaman Pelaku Pengadaan Dan Pelaku Usaha Di

Mukomuko Tentang Literasi Dunia Pengadaan Barang/Jasa

Isu Yang Diangkat

Masih Rendahnya Pemahaman Tentang Tipologi Pengadaan di Organisasi

Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko

Gagasan Pemecahan Isu

Peningkatan Pemahaman Organisasi Perangkat Daerah Tentang Tipologi
Pengadaan Barang/Jasa Melalui Pembuatan Panduan Praktis Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
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Ketera
ngan

Pihak
Yang
Terkait

Potensi Solusi Konflik
Konflik

YA/TIDAK

Keterkaitan substansi mata pelatihan
berAKHLAK

Kegiatan Tahapan

Kegiatan

Output / Hasil

(2)

&)

(4)

(5)

(6)

(7)

Melakukan 1.Membuat Draft Berorientasi Pelayanan (Cekatan) : peserta Tidak
Konsultasi draft Konsultasi dengan cekatan dan cermat penulis latsar

dan meminta | konsultasi dan membuat draft konsultasi dan surat

surat dan persetujuan persetujuan pelaksanaan aktualisasi. Dan

persetujuan persetujuan pelaksanaan segera melakukan perbaikan apabila

pelaksaan pelaksanaan | aktualisasi terdapat kesalahan.

aktualisasi aktualisasi

. Akuntabel (Integritas) :

penulis  telah  menunjukkan  sikap
bertanggungjawab dengan menyiapkan
bahan aktualisasi yang baik, dilengkapi
dengan referensi dan data pendukung
yang relevan sebelum disampaikan
kepada mentor.

Kompeten (Menyelesaikan tugas
dengan baik):
penulis  telah  menunjukkan  sikap

bertanggungjawab dalam membuat draft
konsultasi dan persetujuan pelaksanaan
aktualisas dengan baik,
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2.Mendiskusi
kan dan
meminta
saran
mengenai
rancangan
aktualisasi

4.

Catatan hasil 1.
konsultasi

Harmonis (Menyelesaikan Perbedaan

Pendapat):
Pada saat pelaksanaan persetujuan
aktualisasi dengan mentor, terdapat

beberapa perbedaan pendapat mengenai
kapan akan dimulainya pelaksaan
aktualisasi, penulis menyelesaikan
perbedaan pendapat tersebut dengan
bermusyawarah dan mencapai
kesepakatan bersama.

Kolaboratif (terbuka) :

penulis bersikap terbuka dalam menerima
saran dan arahan guna memperoleh hasil
rancangan yang lebih baik dan dapat
diterapkan secara optimal.

Adaptif (Antusias terhadap Perubahan)
Penulis telah menunjukan kemampuan
untuk  beradaptasi selama  proses
konsultasi dan bersikap proaktif terhadap
setiap masukan yang diberikan serta
menyesuaikan rancangan kegiatan agar
tetap relevan dengan kebutuhan
organisasi dan kondisi yang terjadi saat ini.
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Mentor
dan
peserta
latsar

Ya

Melakukan
diskusi terbuka
dengan mentor
sehingga
diperoleh
kesepahaman
yang selaras
dengan
kebutuhan
organisasi
serta
ketentuan
yang berlaku



3.Meminta
persetujuan
pelaksanaan
aktualisasi

Surat
persetujuan
pelaksanaan
aktualisasi

Harmonis (Selaras) :

Ketika melakukan konsultasi dengan
mentor terkait pelaksanaan aktualisasi,
penulis telah membangun suasana
komunikasi yang baik dan saling
menghargai dengan cara mendengarkan
pendapat mentor, sehingga tercipta
lingkungan kerja yang kondusif dan saling
menghormati.

Kompeten (kualitas diri):
Penulis telah meminta persetujuan
pelaksanaan aktualisasi kepada mentor
dengan kualitas terbaik dan meningkatkan
kompetensi diri dalam melaksanakan
setiap kegiatan aktualisasi.

Harmonis (Selaras) :

Pada saat pelaksanaan persetujuan
aktualisasi kepada mentor penulis telah
menciptakan suasana komunikasi yang
santun, saling menghargai, dan penuh
rasa hormat selama proses konsultasi.
Agar selama proses pelaksanaan
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Mentor
dan
peserta
latsar

Tidak



2. Melakukan

identifikasi
kebutuhan

1.Konsultasi
dengan
mentor
mengenai
identifikasi
kebutuhan

Tersusunnya
hasil
identifikasi
kebutuhan

1.

persetujuan aktualisasi dapat berjalan
dengan lancar

Loyal (sungguh-sungguh):

Selama pelaksanaan meminta persetujuan
kepada mentor terkait pelaksanaan
aktualisasi, penulis sebelumnya telah
menyiapkan lembar persetujuan
aktualisasi, agar mentor tidak menunggu
lama dan melakukan kegiatan dengan
penuh kesungguhan untuk menunjukkan
dedikasi dan komitmen.

Kompeten (Kinerja Terbaik) :

Sebelum melakukan konsultasi dengan
mentor mengenai identifikasi kebutuhan,
penulis mempersiapkan bahan yang akan
di konsultasikan dengan sistematis dan
berkualitas. Penulis telah memanfaatkan
kemampuan dengan literasi yang baik
dalam melakukan konsultasi dengan
mentor mengenai identifikasi kebutuhan,
mencari sumber data yang tepat dan dapat
dipercaya.
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Mentor
dan
peserta
latsar

Ya, jika
mentor
memiliki
pandangan
berbeda.

Melakukan
diskusi terbuka
bersama
mentor dengan
mengacu pada
regulasi yang
berlaku
mengenai data
yang relevan.



2.Mengumpulk Rekap Draft

an hasil
data/informa identifikasi
si terkait kebutuhan
kebutuhan

identifikasi

2. Loyal (taat aturan):

Jika ada penambahan bahan yang telah
dikumpulkan, maka segera di masukan
kedalam catatan. Pada saat konsultasi
dengan mentor mengenai identifikasi
kebutuhan penulis menghormati dan
mematuhi arahan mentor, serta
melaksanakan setiap saran dan masukan
yang diberikan sebagai bentuk komitmen
terhadap bimbingan dan konsultasi.

. Adaptif (berinteraksi dengan baik):

Memanfaatkan setiap kesempatan belajar
dari mentor untuk memperbaiki cara kerja
dan meningkatkan hasil kegiatan.

. Akuntabel (dapat dipercaya):

Dilakukan dengan pengumpulan data
secara objektif dan sesuai prosedur, agar
hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Kompeten (melaksanakan tugas
dengan baik):

Mencatat sumber data dengan jelas dan
transparan, sehingga setiap informasi
yang digunakan dapat diverifikasi.
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peserta
latsar

Tidak



3. Koordinasi  Daftar
dengan kebutuhan
mentor OPD
terkait
data/informas
i yang telah
didapat

Menjaga keakuratan dan kejujuran dalam
penyajian data, tanpa melakukan
manipulasi atau menutupi fakta.

. Akuntabel (Bertanggung jawab)

Penulis melaporkan hasil pengumpulan
data kepada mentor secara terbuka,
sebagai bentuk tanggung jawab terhadap
pelaksanaan tugas.

. Harmonis (Menghargai)

Menyampaikan hasil data/informasi secara
jelas dan santun, serta bersedia
mendengarkan pendapat mentor untuk
penyempurnaan hasil kerja

. Loyal (Nama baik pimpinan)

Mematuhi arahan dan masukan yang
diberikan mentor serta melaksanakan hasil
koordinasi sesuai ketentuan instansi. Saya
juga menjaga kepercayaan dan nama baik
satuan kerja dengan bersikap profesional,
terbuka, dan menghargai setiap keputusan
yang diambil bersama.
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Mentor
dan
peserta
latsar

Ya

Melakukan
diskusi dan
koordinasi
dengan saling
terbuka dan
bersikap tenang.



Pengumpula
n materi
panduan
praktis
tentang
tipologi
pengadaan.

1.Mencari Daftar
referensi referensi
Perpres dan | peraturan
PerLem

2.membuat Kerangka
kerangka panduan
panduan Praktis
praktis

1.

. Loyal

Kompeten (Analitis dan Kiritis ):

Dalam mencari referensi peraturan
presiden dan peraturan lembaga, saya
mampu membandingkan antara versi lama
dan terbaru dari Perpres/Perlem untuk
melihat perubahan aturan.

(Patuh terhadap aturan dan
arahan pimpinan):

Melakukan pencarian hanya melalui
sumber resmi pemerintah (JDIH LKPP,
Setneg, BPK). Dan Mengunduh dokumen
hanya dari situs resmi pemerintah
tersebut.

. Kompeten (Teliti dan sistematis) :

Menyusun struktur panduan secara runtut
mulai dari pendahuluan, dasar hukum,
hingga contoh penerapan. Memastikan
setiap bab memiliki hubungan logis agar
panduan mudah dipahami ASN pengguna.

. Adaptif (Fleksibel dalam menyusun isi)

-Menyesuaikan struktur panduan dengan
kebutuhan dan tingkat pemahaman ASN di
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Mentor
dan
peserta
latsar

Mentor
dan
peserta
latsar

Ya, jika
mentor
menafsirkan
referensi
secara
berbeda,
sehingga
menimbulkan
perbedaan
pandangan
dalam
merancang
Kisi-kisi

Tidak

Melakukan
diskusi
mengenai
referensi
secara terbuka
dengan mentor
untuk
menyamakan
pemahaman
dan
memastikan
interpretasi
yang seragam.



3.Merancang | Rancangan
isi panduan panduan
praktis praktis

Menyusun 1.membuat Draft
draft dan draft panduan
meng-Upload | panduan praktis
panduan praktis

. Berorientasi

OPD. Menyesuaikan isi kerangka panduan
dengan Perpres terbaru (Perpres No. 46
Tahun 2025) tanpa terpaku pada versi
lama.

. Loyal (kepentingan organisasi) :

Merancang panduan dengan tujuan
memperkuat pemahaman ASN agar
pengadaan di OPD berjalan tertib,
transparan, dan akuntabel. Menempatkan
keberhasilan lembaga di atas kepentingan
pribadi dalam penyusunan panduan.

Kolaboratif (Bekerjasama dan
menghargai peran tim):

Menerima masukan rekan kerja, mentor,
atau bagian pengadaan dengan penuh
rasa hormat. Menunjukkan semangat
kebersamaan dalam penyusunan isi
panduan hingga tahap finalisasi

Pelayanan
kebutuhan pengguna):

Sebelum membuat draft, saya telah
mencari tahu siapa pembaca atau

(Memahami
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Mentor

dan

peserta

latsar

Tidak

Mentor,p | Ya, jika

eserta
latsar

peserta
mengalami
kesulitan

memberikan
Gambaran

yang
Menjelaskan



praktis dan tipologi pengguna, dan menyesuaikan gaya
Sosialisasi pengadaan bahasa serta isi agar mudah dipahami.
Perpres

terbaru 2. Kompeten (Menggunakan teknologi dan

referensi dengan efektif):

Saya telah Memanfaatkan dokumen
digital, sistem e-learning LKPP, atau
SIRUP untuk memperkaya isi draf.

3. Kolaboratif (Melibatkan pihak terkait
dalam penyusunan):
Saya mengadakan pertemuan kecil
dengan bagian pengadaan seperti Pokja
dan Pejabat Pengadaan untuk
memastikan panduan sesuai kebutuhan
lapangan.

2.Review dan | Masukan dan = 1. Berorientasi Pelayanan (Responsif

validasi oleh | koreksi terhadap masukan):
mentor panduan dari Saya dengan cepat menindaklanjuti saran
mentor atau perbaikan dari mentor untuk

meningkatkan kualitas hasil kerja.
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2. Kompeten (Menguasai isi dan tujuan
draf):
Saya menjelaskan dengan percaya diri
dan akurat saat mentor meninjau hasil
kerja. Telah menguasai isi dan tujuan draft.

3.Finalisasi Modul 3. Adaptif (Terbuka terhadap ide dan saran = Mentor Tidak
dan design panduan perbaikan): dan

modul praktis final Saya menggunakan format yang Tidak peserta
panduan kaku, dan mau mencoba tampilan baru latsar

yang lebih efektif.

Kolaboratif = (Menjaga komunikasi
terbuka dan saling menghargai):

Saya aktif berkoordinasi, berdiskusi, dan
memberikan umpan balik dengan cara

yang positif.
4. Meng- Tampilan 1. Harmonis (Koordinatif dan komunikatif): | Mentor, Tidak
Upload Dokumen Sebelum mengunggah dokumen saya peserta
dokumen ke | yang telah di telah melakukan koordinasi terlebih dahulu | latsar
laman SPSE | upload dengan rekan tim atau atasan agar tidak
Kab. terjadi duplikasi atau kesalahan upload
Mukomuko dokumen.

41



Melakukan
evaluasi
outcome
panduan

5. Membuat
surat
pemberitahu
an Kepada
OPD untuk
mendownloa
d panduan
praktis pada
SPSE
Mukomuko

1.
Mengumpulk
an data

Surat
pemberitahu
an kepada
OPD

Data dan
masukan

yang

2.

1.

2 Adaptif

Loyal (Menjaga kerahasiaan dan

keamanan dokumen):

Saya telah menyimpan file dan akses akun
SPSE dengan aman. Dan telah
memastikan dokumen yang diunggah telah
diperiksa dan valid.

Berorientasi Pelayanan (Mempermudah
OPD)

Menyusun surat dengan tujuan
mempermudah OPD dalam memperoleh
panduan melalui SPSE, menggunakan
bahasa yang ramah, jelas, dan membantu
agar penerima dapat segera memahami
maksud surat.
(memanfaatkan teknologi
digital)

Memanfaatkan sistem SPSE
teknologi informasi lain
mempermudah penyebaran
menyesuaikan cara  kerja
perkembangan digital.

serta
untuk
informasi,
dengan

1. Harmonis (Menghargai setiap rekan dan

narasumber)
dengan menunjukkan sikap sopan, ramah,

42

Peserta
Latsar

Mentor,
Peserta
Latsar

Tidak

Tidak



praktis dan
melaporkan
hasil
aktualisasi
kepada
mentor

mengenai
hasil
penerapan

aktualisasi.

2.Mengkaiji
dampak
outcome
rancangan
aktualisasi

diperoleh
sebagai
bahan
evaluasi
pelaksanaan
aktualisasi.

Rekap hasil
kajian
dampak
outcome
panduan
praktis

. Kolaboratif

. Beroientasi Pelayanan

dan penuh empati selama proses
permintaan data berlangsung. baik dari
OPD maupun unit kerja lain

. Adaptif (Menggunakan berbagai media

dan teknologi pendukung)

untuk mempercepat proses pengumpulan,
pengecekan, dan pengolahan data. seperti
Excel, Google Form, atau dokumen digital.
(Menghargai kontribusi
setiap pihak)

Memberikan apresiasi atas kerja sama
yang telah dilakukan dan menjaga
hubungan  baik untuk  mendukung
kelancaran proses selanjutnya.

(Menjaga
profesionalitas dan etika pelayanan
Bersikap ramah, sopan, serta menghargai
waktu dan kontribusi setiap pihak yang
membantu proses pengkajian dampak.

Loyal (Menjunjung integritas)

Menghindari manipulasi data, tetap objektif
dalam menilai dampak, dan
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3.Melaporkan | Laporan
hasil evaluasi
habituasi

aktualisasi

kepada

mentor

menyampaikan hasil kajian secara jujur
meskipun ditemukan hal-hal yang perlu
diperbaiki.

. Harmonis (Menggunakan bahasa yang

jelas, santun, dan mudah dipahami)
Memberikan masukan terhadap hasil
evaluasi tanpa hambatan komunikasi, agar
mentor dapat menerima, menelaah.

. Loyal (Menjunjung tinggi integritas):

Menghindari manipulasi data, tidak
melakukan tindakan yang merugikan
instansi, serta selalu menjaga nama baik
unit kerja.
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C. MATRIK REKAPITULASI REALISASI HABITUASI NND PNS (BERAKHLAK)

‘ Kegiatan Jumlah

Mata Pelatihan Ked Ke2 | Ke3 Ked ko5 Aktualisasi per MP

1. Berorientasi Pelayanan 1 0 0 | 3 | 5
2. Akuntabel 1 2 0 0 0 3
3. Kompeten 2 2 2 2 0 8
4. Harmonis 3 1 0 1 2 7
5. Loyal 1 2 2 1 2 8
6. Adaptif 1 1 1 2 1 6
7. Kolaboratif 1 0 1 2 1 5

Jumlah MP yang 10 8 6 9 4 37

Diaktualisasikan per Kegiatan
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D. CAPAIAN PENYELESAIAN CORE ISU

Kondisi Core Isu |

Sebelum Aktualisasi Sesudah Aktualisasi

Berdasarkan hasil pengamatan dan Setelah dilakukan kegiatan
diskusi dengan Kepala Bagian aktualisasi melalui  penyusunan
Pengadaan Barang/Jasa di panduan praktis tipologi pengadaan

lingkungan Pemerintah Kabupaten
Mukomuko, ditemukan masih adanya
perbedaan pemahaman dan
kesalahan dalam memilih metode
pengadaan, yang melakukan proses
pengadaan menggunakan katalog
elektronik terdapat kesalahan dalam
menentukan  jenis

pengadaan.

pelanggaran terhadap peraturan
(Perpres 16/2018, 12/2021, 46/2025).
Dan dalam pemilihan jenis
pengadaan pun kurang memahami
baik secara swakelola ataupun
penyedia serta banyak OPD yang
terlibat dalam proses pengadaan
namun masih berpedoman pada

peraturan presiden yang lama.

barang/jasa, terjadi peningkatan
pemahaman ASN pada setiap OPD
di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Mukomuko terhadap
ketentuan peraturan terbaru, yaitu
Perpres Nomor 16 Tahun 2018
beserta perubahannya (Perpres 12
Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun
2025). ASN yang terlibat dalam
proses pengadaan, serta lebih
cermat dalam menentukan jenis dan
metode pengadaan yang sesuai

dengan kebutuhan dan regulasi.

Melalui aktualisasi ini, kesalahan

dalam menentukan metode
pengadaan, termasuk dalam
penggunaan katalog elektronik,

dapat diminimalisir. Pelaksanaan
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Hal ini terlihat dari masih adanya

kesalahan dalam menentukan
metode pengadaan, keterlambatan
pelaksanaan kegiatan, serta
kurangnya kepercayaan diri dalam
terkait

mengambil keputusan

pelaksanaan pengadaan

kegiatan pengadaan menjadi lebih
tepat waktu dan sesuai prosedur.
Selain itu, tersusunnya panduan
praktis tipologi pengadaan
barang/jasa menjadi acuan yang
membantu OPD dalam
melaksanakan pengadaan secara
lebih efektif, efisien, dan akuntabel.
Kegiatan ini juga menumbuhkan
sikap kompeten, adaptif, dan
berorientasi pelayanan di kalangan
ASN, serta meningkatkan
kepercayaan diri mereka dalam
terkait

mengambil keputusan

pelaksanaan pengadaan

barang/jasa.
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E. MANFAAT PENYELESAIAN CORE ISU

Manfaat yang diperoleh peserta setelah pelaksanaan aktualisasi
ini sangat signifikan, khususnya dalam peningkatan kompetensi dan
sikap profesional dalam melaksanakan tugas di bidang pengadaan
barang/jasa. Peserta menjadi lebih kompeten dalam memahami
regulasi pengadaan terkini, yakni Perpres Nomor 16 Tahun 2018
beserta perubahannya (Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun
2025), serta lebih mampu membedakan antara jenis pengadaan

melalui penyedia maupun swakelola.

Selain itu, peserta memperoleh pengalaman nyata dalam
menyusun panduan praktis tipologi pengadaan barang/jasa yang dapat
diterapkan secara langsung di lingkungan kerja. Hal ini menumbuhkan
rasa percaya diri, tanggung jawab, dan sikap adaptif dalam menghadapi
dinamika peraturan dan kebutuhan OPD. Peserta juga semakin
memahami pentingnya kolaborasi dan komunikasi efektif antarpegawai
dalam proses pengadaan, sehingga mampu memberikan pelayanan

yang lebih baik dan tepat sasaran kepada OPD maupun masyarakat.

Pelaksanaan aktualisasi ini juga dapat memberikan dampak
positif yang signifikan bagi satuan kerja maupun masyarakat. Bagi
satuan kerja, kegiatan ini mendorong peningkatan profesionalisme dan
kompetensi ASN dalam memahami serta menerapkan ketentuan
terbaru terkait pengadaan barang/jasa sesuai dengan Perpres Nomor

16 Tahun 2018, Perpres Nomor 12 Tahun 2021, dan Perpres Nomor 46
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Tahun 2025. ASN menjadi lebih percaya diri dan mampu mengambil
keputusan yang tepat dalam menentukan jenis maupun metode
pengadaan, sehingga kesalahan yang sebelumnya sering terjadi dapat
diminimalisir. Proses pengadaan di setiap OPD kini berlangsung lebih
tertib, efisien, dan sesuai dengan prinsip transparansi serta

akuntabilitas.

Sementara bagi masyarakat, dampak positifnya terlihat dari
meningkatnya kualitas hasil pengadaan barang/jasa pemerintah yang
secara langsung mendukung pelayanan publik. Pelaksanaan kegiatan
pemerintah menjadi lebih tepat waktu, sesuai kebutuhan, dan
berorientasi pada manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian,
aktualisasi ini tidak hanya memperkuat kinerja internal perangkat
daerah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, dan responsif

terhadap kebutuhan publik.

RENCANA TINDAK LANJUT HASIL RANCANGAN AKTUALISASI

Sebagai tindak lanjut dari hasil aktualisasi yang telah
dilaksanakan, direncanakan beberapa langkah strategis untuk
memastikan keberlanjutan dan optimalisasi hasil kegiatan. Pertama,
panduan praktis tipologi pengadaan barang/jasa yang telah disusun
akan disosialisasikan secara berkala kepada seluruh OPD di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko, baik melalui kegiatan

bimtek, forum koordinasi, maupun pendampingan teknis langsung. Hal
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ini bertujuan agar setiap OPD memiliki pemahaman yang seragam
dalam menentukan jenis dan metode pengadaan sesuai ketentuan

peraturan terbaru.

Kedua, akan dilakukan pemutakhiran dan penyempurnaan
panduan secara periodik sesuai dengan perkembangan regulasi dan
kebutuhan daerah, sehingga panduan tersebut tetap relevan dan
aplikatif. Selain itu, akan dikembangkan mekanisme monitoring dan
evaluasi internal untuk memantau sejauh mana panduan ini
diimplementasikan oleh masing-masing OPD, serta mengidentifikasi

kendala yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya.

Ketiga, diupayakan adanya kerja sama berkelanjutan dengan
Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Kerja Pengadaan dalam
bentuk pelatihan singkat atau sesi berbagi pengetahuan (knowledge
sharing) agar ASN yang terlibat dalam proses pengadaan semakin

kompeten dan percaya diri dalam menjalankan tugasnya.

Dengan tindak lanjut ini, diharapkan hasil aktualisasi tidak
berhenti pada tahap implementasi awal saja, tetapi menjadi program
berkelanjutan yang mendorong peningkatan kualitas pengadaan
barang/jasa serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif,

efisien, dan akuntabel di Kabupaten Mukomuko.
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BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

1.

Aktualisasi/Habituasi Mata Pelatihan

a)

b)

d)

Kegiatan Ke-1, Melakukan konsultasi dan meminta surat
persetujuan pelaksanan aktualisasi telah menerapkan nilai
BerAKHLAK vyaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel,
Kompeten,dan Harmonis, Kolaboratif, Loyal dan Adaptif.
Kegiatan Ke-2, Melakukan Identifikasi kebutuhan telah
menerapkan nilai BerAKHLAK vyaitu Kompeten, Loyal,
Akuntabel, Harmonis, dan Adaptif.

Kegiatan Ke-3, Pengumpulan materi panduan praktis tentang
tipologi pengadaan telah menerapkan nilai BerAKHLAK yaitu
Kompeten, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Kegiatan Ke-4, Menyusun draft panduan praktis telah
menerapkan nilai BerAKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan,
Kompeten, Kolaboratif, Adaptif, Harmonis, dan Loyal.
Kegiatan Ke-5, Evaluasi dampak outcome panduan praktis
telah menerapkan nilai BerAKHLAK vyaitu Berorientasi

Pelayanan, Harmonis, Adaptif, Kolaboratif, dan Loyal.
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2. Gagasan Kreatif Penyelesaian Core Isu
Gagasan Kreatif yang telah dilakukan untuk menyelesaikan
core isu yang ditemukan adalah “Peningkatan Pemahaman
Organisasi Perangkat Daerah Tentang Tipologi Pengadaan
Barang/Jasa Melalui Pembuatan Panduan Praktis Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko”. Gagasan ini

berkaitan dengan Manajemen ASN.

3. Capaian Hasil Penyelesaian Core Isu

Setelah dilakukan kegiatan aktualisasi melalui penyusunan
panduan praktis tipologi pengadaan barang/jasa, terjadi
peningkatan pemahaman ASN pada setiap OPD di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Mukomuko terhadap ketentuan peraturan
terbaru, vyaitu Perpres Nomor 16 Tahun 2018 beserta
perubahannya (Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun
2025). ASN yang terlibat dalam proses pengadaan kini lebih lebih
cermat dalam menentukan jenis dan metode pengadaan yang
sesuai dengan kebutuhan dan regulasi.

Melalui aktualisasi ini, kesalahan dalam menentukan
metode pengadaan, termasuk dalam penggunaan katalog
elektronik, dapat diminimalisir. Pelaksanaan kegiatan pengadaan
menjadi lebih tepat waktu dan sesuai prosedur. Selain itu,

tersusunnya panduan praktis tipologi pengadaan barang/jasa
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menjadi acuan yang membantu OPD dalam melaksanakan
pengadaan secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Kegiatan
ini juga menumbuhkan sikap kompeten, adaptif, dan berorientasi
pelayanan di kalangan ASN, serta meningkatkan kepercayaan diri
mereka dalam mengambil keputusan terkait pelaksanaan

pengadaan barang/jasa.

B. REKOMENDASI

1.

Untuk Penyelenggara Pelatihan

Pelaksanaan Latihan Dasar CPNS ini berdampak pada perbaikan
kualitas penulis dalam menjalankan tugas di instansi asal penulis,
akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa
kendala yang perlu diperhatikan dan diperbaiki untuk

kedepannya.

2. Untuk Instansi Asal Penulis

a) Penulis berharap terdapat peningkatan pemahaman OPD
b) Penulis berharap instansi tetap mendukung pelaksanaan

rencana tindak lanjut dari aktualisasi ini
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LAMPIRAN



LAPORAN MINGGUAN

MINGGU KE-1

Judul Kegiatan No- 1 Melakukan Konsultasi dengan
mentor terkait pelaksanaan

aktualisas

Tanggal Pelaksanaan Kegiatan | 27-28 Oktober 2025

Daftar Lampiran Bukti Tahap 1 : membuat draft konsultasi
Kegiatan/Evidence dan surat persetujuan
pelaksanaan aktualisasi (3

Gambar)

Tahap 2 : Mendiskusikan dan
meminta saran mengenai
rancangan aktualisasi

kepada mentor (2 Gambar)

Tahap 3 : Meminta persetujuan
aktualisasi dengan mentor

(2 Gambar)

A. Uraian Kegiatan yang Dilaksanakan
Pada hari senin, tanggal 27 Oktober 2025 pada pukul
09.00 langkah awal yang dilakukan adalah membuat draft

konsultasi dan surat persetujuan pelaksanaan aktualisasi.
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dengan cekatan dan cermat dalam membuat, segera
melakukan perbaikan apabila terdapat kesalahan dalam
membuat surat dan rancangan. Selama membuat draft
konsultasi dan surat persetujuan, penulis telah menunjukkan
sikap bertanggungjawab dalam membuat draft konsultasi dan
persetujuan pelaksanaan aktualisas dengan baik, dilengkapi
dengan referensi dan data pendukung yang relevan sebelum
disampaikan kepada mentor. Setelah selesai membuat draft,
Penulis telah membaca ulang surat persetujuan aktualisasi
dengan baik dan benar, memastikan format penulisan, data
penulis, data mentor serta kalimat dalam surat persetujuan
telah benar dan memenuhi standar penulisan surat. Pada saat
pelaksanaan persetujuan aktualisasi dengan mentor, terdapat
beberapa perbedaan pendapat mengenai kapan akan
dimulainya pelaksaan aktualisasi, penulis menyelesaikan
perbedaan pendapat tersebut dengan bermusyawarah dan
mencapai kesepakatan bersama. Sampai akhirnya mentor
menandatangani surat persetujuan pelaksanaan aktualisasi.
Langkah kegiatan kedua yaitu Mendiskusikan dan
meminta saran mengenai rancangan aktualisasi kepada
mentor. Dilaksanakan pada hari selasa, tanggal 28 Oktober
2025 sekitar pukul 10.00 WIB. Pada saat berkonsultasi dengan
mentor tentang pelaksaan kegiatan-kegiatan aktualisasi,

penulis bersikap terbuka dalam menerima saran dan arahan
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guna memperoleh hasil rancangan yang lebih baik dan dapat
diterapkan secara optimal. Penulis telah menunjukan
kemampuan untuk beradaptasi selama proses konsultasi dan
bersikap proaktif terhadap setiap masukan yang diberikan serta
menyesuaikan rancangan kegiatan agar tetap relevan dengan
kebutuhan organisasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Ketika
melakukan konsultasi dengan mentor terkait pelaksanaan
aktualisasi, penulis telah membangun suasana komunikasi
yang baik dan saling menghargai dengan cara mendengarkan
pendapat mentor, sehingga tercipta lingkungan kerja yang
kondusif dan saling menghormati.

Langkah terakhir pada tahap kegiatan pertama ini
Adalah Meminta persetujuan aktualisasi dengan mentor.
Dilaksanakan pada hari selasa 28 Oktober 2025 sekitar pukul
11.00 WIB. Penulis telah meminta persetujuan pelaksanaan
aktualisasi kepada mentor dengan kualitas terbaik dan
meningkatkan kompetensi diri dalam melaksanakan setiap
kegiatan aktualisasi. Pada saat pelaksanaan persetujuan
aktualisasi kepada mentor penulis telah menciptakan suasana
komunikasi yang santun, saling menghargai, dan penuh rasa
hormat selama proses konsultasi. Agar selama proses
pelaksanaan persetujuan aktualisasi dapat berjalan dengan
lancar. Selama pelaksanaan meminta persetujuan kepada

mentor terkait pelaksanaan aktualisasi, penulis sebelumnya
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telah menyiapkan lembar persetujuan aktualisasi, agar mentor
tidak menunggu lama dan melakukan kegiatan dengan penuh

kesungguhan untuk menunjukkan dedikasi dan komitmen.

B. Foto/Dokumentasi dan Bukti Fisik Kegiatan.

a. Tahap 1 : Membuat Draft Konsultasi dan Surat

Persetujuan Pelaksanaan Aktualisasi

y ’ -
4 /i |
- 1l &
G A",, A
Lk . |

Gambar 1 : Membuat Draft KQ)hsultasi dan Persetujuan Aktualisasi
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PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUEO
SEERETARIAT DAERAH
P

f’aﬁ‘f“)

J1. Imam Bonj

SURAT IZIN PELAKSANAAN AKTUALISAST

Saya yang bertanda tangan di bawab, ini:
Nama - Effib, ST. MT
IR - 197909182006041008

Iakatzn : Bspala Bagian Pengadan Barang dan Jasa Pemkah Mukomuko
Dengzn, ju. mengizikay, dan penvetun pelaksanaan akiwalizan vang akan dilabukan

oleh:
Nama : Rita Yuliana, § Kom,
NIP < 188407262023062002

labatan - Penzelols Pengadann Barang dan Jasa Ahl Perfama

Setelah melsbuben lonsaltas: maka menvenyu: pelakssnaan kegistay akelisasi pads

UKPB] Ezhupaten Mukomuko dengzn jndnl “Beningkatan Pemahaman OPD Tentang

Tipolog Pengadaan, Barang Tasa Melal, Permbyiaszn Panduan Prakiz, Di Lingkwean,

Pemerintab Babupaten Mukoruko

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan sehazal bevkut

1) Melakukan koneultasi aktualisasi dengan mentor terkait kegiatan yang akan
dilakukan:

2) Melakukan identifikzsi kebutuhan tipalog), d

3) Pengumpulan regulasi dan materi tipologi pengadaan baranz/jasa pemerintah;

4) Penyusunan draft panduan praktis tentang tipologi pengadaan;

3} Melakukan evaluasi outcome panduan praktiz dam melaporkan hasil aktualisasi
kepada mentor

Mukomuko, 27 Qktober 2025
Mentor

ST.MT
INIP: 197909182006041008

Gambar 2 : Draft Persetujuan Aktualisasi

=
% ..

PEMERINTAH EABUFATEN MUKOMUEQ
SEKRETARIAT DAERAH

o

¥7-Tle81

CATATAN HASIL KEGIATAN
HKONSULTASI DENGAN MENTOR

HAPRI, TAMNGGAL
TEMPAT
EEPERLUAN

HASIL KOMEULTACL,

Mkomko,
Mentar, Beserts,

Effih, ST, MT Rita Yulians, $Kap
WIF: 197902182006041008 — AR, 199407262025062002

Gambar 3 : Draft Konsultasi
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b. Mendiskusikan dan meminta saran mengenai rancangan

aktualisasi kepada Mentor

Gambar 1 : Melakukan Diskusi dan konsultasi

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
SEKRETARIAT DAERAH

J1. Imam Bonjol, Komplek F PEMDA Kab. Telp/Fax. 0737-71681
e-mail : sekretari gmail.com Kode Pos 38365

CATATAN HASIL KEGIATAN
KONSULTASI DENGAN MENTOR

HARI, TANGGAL . SerasA, 28 oﬂdv'« 2018
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Mukomuko,
Mentor, Peserta,
Effih, ST, MT Rita Yuliana, S.Kom
NIP: 197909182006041008 NIP. 199407262025062002

Gambar 2 : Catatan hasil diskusi dan konsultasi
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c. Meminta persetujuan aktualisasi dengan mentor

VIR

&L \

Gambar 1 : Meminta persetujuan pelaksanaan aktualisasi

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

SEKRETARIAT DAERAH
JL Imam Bonjol, Komplek Perkantoran PEMDA Kab. Mukomuko Telp/Fax. 0737-71681
e-mail : intl i gmail.com Kode Pos 38365

SURAT IZIN PELAKSANAAN AKTUALISASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Effih, ST, MT

NIP : 197909182006041008

Jabatan : Kepala Bagian Pengadan Barang dan Jasa Pemkab Mukomuko

Dengan ini mengizikan dan menyetujui pelaksanaan aktualisasi yang akan dilakukan
oleh:

Nama : Rita Yuliana, S.Kom

NIP : 199407262025062002

Jabat : Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama

Setelah melakukan konsultasi maka menyetujui pelak kegi aktualisasi pada

UKPBJ Kabupaten Mukomuko dengan judul “Peningkatan Pemahaman OPD Tentang

Tipologi Pengadaan Barang/Jasa Melalui Pemb Panduan Praktis Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Mukomuko”.

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1) Melakukan konsultasi aktualisasi dengan mentor terkait kegiatan yang akan
dilakukan;

2) Melakukan identifikasi kebutuhan pemahaman tipologi pengadaan;

3) Pengumpulan regulasi dan materi tipologi pengadaan barang/jasa pemerintah;

4) Penyusunan draft panduan praktis tentang tipologi pengadaan;

5) Melakukan evaluasi outcome panduan praktis dan melaporkan hasil aktualisasi
kepada mentor

Gambar 2 : Surat Persetujuan pelaksanaan aktualisasi
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LAPORAN MINGGUAN

MINGGU KE-1
Judul Kegiatan No- 2 Melakukan Identifikasi
Kebutuhan
Tanggal Pelaksanaan Kegiatan 29- 31 Oktober 2025
Daftar Lampiran Bukti Tahap 1 : melakukan
Kegiatan/Evidence Konsultasi dengan mentor

mengenai identifikasi

kebutuhan (2 Gambar)

Tahap 2 : Mengumpulkan
data/informasi terkait

kebutuhan (2 Gambar)

Tahap 3 : melakukan
koordinasi dengan mentor
terkait data/informasi yang

telah didapat (2 Gambar)

A. Uraian Kegiatan yang Dilaksanakan
Langkah awal yang dilakukan dalam kegiatan
identifikasi kebutuhan dan permasalahan adalah melakukan

Konsultasi dengan mentor mengenai identifikasi kebutuhan.
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Dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2025 sampai dengan
31 Oktober 2025, bertempat di Sekertariat Daerah bagian
Pengadaan Barang dan Jasa di ruangan kepala bagian
pengadaan barang dan jasa. Sebelum melakukan konsultasi
dengan mentor mengenai identifikasi kebutuhan, penulis
mempersiapkan bahan yang akan di konsultasikan dengan
sistematis dan berkualitas. Penulis telah memanfaatkan
kemampuan dengan literasi yang baik dalam melakukan
konsultasi dengan mentor mengenai identifikasi kebutuhan,
mencari sumber data yang tepat dan dapat dipercaya. Penulis
menjelaskan identifikasi kebutuhan yang telah dikumpulkan
untuk di konsultasikan. Jika ada penambahan bahan yang
telah dikumpulkan, maka segera di masukan kedalam catatan.
Pada saat konsultasi dengan mentor mengenai identifikasi
kebutuhan, penulis menghormati dan mematuhi arahan
mentor, serta melaksanakan setiap saran dan masukan yang
diberikan sebagai bentuk komitmen terhadap bimbingan dan
konsultasi. Memanfaatkan setiap kesempatan belajar dari
mentor untuk memperbaiki cara kerja dan meningkatkan hasil
kegiatan.

Langkah kedua yang dilakukan dalam kegiatan
identifikasi kebutuhan adalah Mengumpulkan data/informasi
terkait kebutuhan identifikasi. Dilakukan dengan pengumpulan

data secara objektif dan sesuai prosedur, agar hasilnya dapat
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dipertanggungjawabkan. Kemudian Mencatat sumber data
dengan jelas dan transparan, sehingga setiap informasi yang
digunakan dapat diverifikasi. Menjaga keakuratan dan
kejujuran dalam penyajian data, tanpa melakukan manipulasi
atau menutupi fakta.

Langkah ketiga adalah melakukan koordinasi dengan
mentor terkait data/informasi yang telah didapat. Penulis
melaporkan hasil pengumpulan data kepada mentor secara
terbuka, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap
pelaksanaan tugas. Menyampaikan hasil data/informasi
secara jelas dan santun, serta bersedia mendengarkan
pendapat mentor untuk penyempurnaan hasil kerja. Dalam
kegiatan koordinasi dengan mentor, saya menunjukkan sikap
loyal dengan cara mematuhi arahan dan masukan yang
diberikan mentor serta melaksanakan hasil koordinasi sesuai
ketentuan instansi. Saya juga menjaga kepercayaan dan
nama baik satuan kerja dengan bersikap profesional, terbuka,

dan menghargai setiap keputusan yang diambil bersama.
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B. Foto/Dokumentasi dan Bukti Fisik Kegiatan.

a. Konsultasi dengan mentor mengenai identifikasi

kebutuhan

P
-~

Gambar 1 : melakukan konl idtiﬁkas: kebuthan

TAH EN
SEKRETARIAT DAERAH
J1. Imam Bonjol, Komplek Perkantoran PEMDA Kab. Mukomuko Telp/Fax. 0737-71681
c-mail : sekretariatlayananpengad: ail

laand, com Kode Pos 38365

CATATAN HASIL KEGIATAN
KONSULTASI DENGAN MENTOR

HARI, TANGGAL (Pau , 29 oftbEr 208
TEMPAT | Quogen  Eefals V}QW
KEPERLUAN ! Fensutag  trpegest ertrires et

HASIL KONSULTASI :
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Mukomuko,
Mentor, Peserta,
Effih, ST, MT Rita Yuliana, S.Kom
NIP: 197909182006041008 NIP. 199407262025062002

Gambar 2 : Catatan Hasil Konsultasi identifikasi kebutuhan
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b. Mengumpulkan data/informasi terkait kebutuhan

identifikasi

L 25 spse.inaprocid/mukomukokab/amel/perencanaan/detail?carald=8&sumber_dana=28jenis_transaksi=, 025-10-018&endDate=2025-10-29 a v & o
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Sumber Dana Semua v JenisTransaksi Semua -
Periode Awal Periode Akhir
10/01/2025 =] 10/29/2025 =]
Pengumuman Pengumuman
Show 1 ¢ entries Search:
Kode Metode Tanggal Rencana
RUP Satuan Kerja Nama Pakat Pemilhan  Pengumuman Pagu RUP
41125574 380839-Puskesmas  BelsnjaPemelharanAlat  Swakelola 4 Oktaber2025 Aval:1Maret 2025 Rp. 4.850.000

Penarik Hantor dan Rumah Tangga-  Tipel

Alat Rumah Tangga-Alat
AkNir:1 Desember

Pendingin
028
=
Gambar 1 : Data/Informasi di SPSE
View
| B . .
Calibri <l <A A - General - | Pﬂ = it E éY p |
@ - = = Delete ~ v g
B I U- |l&a-A~|= . § + % 9 %2 g Condtional Formatas Cel p, SOM& Find & | Adj
- = Formatting  Table  Styles v | &Format - &~ Filter » Select v
Font & Alignment [ Number ] Styles cells Editing ad
C90 = Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
A ] c [} 3 F
Detail Pake
Kode RUP 1) Nama Paket Metode Pengadaan | Jenis Pengadaan Tanggal Hilai |
E!.‘DL'DAS Puskesmas Lubuk Pinan; [Belanja Alst/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor [Pengadaan Langsung |Pengadaan Barang |2 Oktober 2025
Toseiat [Bacan Daerah Bangunan dan Konstruksi 5 Oktaber 2025
To0o05437_[puskasmas Air Vanjento Tanja Alst/Bahan untuk Cegiatan Kantor-Parabot Kantor hasng 1 Oktobar 2025
S8983407 _[Bacan Daya Manusia Janja Alst/Bahan untuk egistan Kantor- Bahan Cetak 3 Oktober 2025
T61010950 _|puskesmas ipuh [Pengecuslian [Jasa Lainnys 7 Oktober 2025
(60927175 |Dinas sosial Belanja Tagihan Listrik gadaan Langsung_|Jasa Lainnya 2 Oktober 2025
Io Sos07610  |Badan Daerah Bel; Ist/Bahan untuk Kegistan Kantor-Alat Tulls Kantor h 6 Oktober 2025
1 osse384 |Dinas Ja dan Transmigrasi Jasa Lainy 7 Oktober 2025
12 /60145185 |Dinas perhubungan Kantor-Alat Tulis Kant [Pengadaan Langsung |Pengadaan Barang |6 OKtober 2025
s Foss 076 Penanggulangan Bancana Daerah Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Pengadaan P [4Oktober 2025
|s Teossroa2_[oinas 2 Dan Usaha kecil Menengah Unit Lainnya €-Purchasin 7 Oktober 2025
s 741126031 [Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpady Satu Pintu j Iat Besar-Alat Set [Swakelola 5 2 Oktobar 2025
l6 60924521 _|puskesmas Lubuk Pinang Unit Lainnya Laptop E-Purchasing ktober 2025
Puskesmas Bukit Mulya eakar dan Pelumas 1 Oktober 2025
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Sheet0 O] <
Gambar 1 : Hasil Export data di SPSE
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c. koordinasi dengan mentor terkait data/informasi yang

telah didapat

Gambar 1 : melakukan koordinasi terkait data yéng didapat

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
SEKRETARIAT DAERAH

JL Imam Bonjol, Komplek Perkantoran PEMDA Kab. Mukomulkoe Telp/Fax. 0737-71681
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Mukomuko,

Mentor, Peserta,

Effih, ST, MT Rita Yuliana, S.Kom

NIP: 197909182006041008 NIP. 199407262025062002

Gambar 1 : Catatan Hasil Koordinasi dengan mentor
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LAPORAN MINGGUAN

MINGGU KE-2

Judul Kegiatan No. 3 Pengumpulan Materi Panduan

Praktis Tentang Tipologi

Pengadaan.
Tanggal Pelaksanaan Kegiatan 03 November — 07 November
Daftar Lampiran Bukti Tahap 1 : Mencari daftar
Kegiatan/Evidence referensi peraturan (1 gambar)

Tahap 2 : Membuat Kerangka

Panduan Praktis (1 Gambar)

Tahap 3 : Membuat Rancangan

Panduan Praktis (1 Gambar)

A. Uraian Kegiatan Yang Dilaksanakan

Tahap kegiatan pertama dilakukan pada tanggal 3
November 2025 adalah mencari daftar referensi Peraturan
Presiden dan Peraturan Lembaga tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, penulis telah dengan sigap dan
cekatan dalam melakukan pencarian referensi untuk mendukung
pembuatan panduan yang berkualitas dan sesuai kebutuhan.
Mampu membandingkan antara versi lama dan terbaru dari
Perpres/Perlem untuk melihat perubahan aturan. Dilakukan
dengan mengakses berbagai sumber terpercaya, baik dari situs

resmi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
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Pemerintah (LKPP) maupun Lembaga Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE). Dan Mengunduh dokumen hanya dari situs
resmi pemerintah tersebut.

Tahap kegiatan kedua yaitu membuat kerangka panduan
praktis. Dilakukan dengan Menyusun struktur panduan secara
runtut mulai dari pendahuluan, dasar hukum, hingga contoh
penerapan. Memastikan setiap bab memiliki hubungan logis agar
panduan mudah dipahami ASN pengguna. Menyesuaikan
struktur panduan dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman
ASN di OPD. Menyesuaikan isi kerangka panduan dengan
Perpres terbaru (Perpres No. 46 Tahun 2025) tanpa terpaku
pada versi lama.

Tahap kegiatan ketiga adalah Merancang isi panduan
praktis. Merancang panduan dengan tujuan memperkuat
pemahaman ASN agar pengadaan di OPD berjalan tertib,
transparan, dan akuntabel. Menempatkan keberhasilan lembaga
di atas kepentingan pribadi dalam penyusunan panduan.
Menerima masukan rekan kerja, mentor, atau bagian pengadaan

dengan penuh rasa hormat. Menunjukkan semangat kebersamaan

dalam penyusunan isi panduan hingga tahap finalisasi.

B. Foto/Dokumentasi dan Bukti Fisik Kegiatan.

a.
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b. Tahap 1 : mencari daftar referensi Peraturan Presiden dan

Peraturan Lembaga tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

Tahap 2 : membuat kerangka panduan praktis

71




@

Desain

oa
0o

Elemen

T

Teks

Merek

&

Unggahan

4

<
Alat

B

Proyek

KERANGKA PANDUAN PRAKTIS - Word

layout  References  Mailings ~ Review  View  Help @ Tell mewhat you want to do
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KERANGKA PANDUAN PRAKTIS

1. COVER

2. POKOK BAHASAN
Berisi pokek pembahasan dalm panduan

3. DASAR HUKUM
Berisi teniang Peraturan Presiden dan Peraturan dan Kebjiakan Lembaga

4. KONSEP DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
tujuan dan pringip pengadaan.

5. TIPOLOGI JENIS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Berisi tentang pengertian dan penjelasan singkat tentang jenis pengadaan
barang/jasa pemerintah

6. CARA MENDAPATKAN PENGADAAN
Berisi teniang tata cara wntuk mendapatkan rengadaan heserta penislasan
singkat

7. METODE DALAM PEMILIHAN PENYEDIA
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Gambar 1 : Membuat kerangka panduan praktis

c. Tahap 3 : Membuat Rancangan Panduan Praktis
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Gambar 1 : Membuat Rancangan panduan praktis
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LAPORAN MINGGUAN

MINGGU KE-3

Judul Kegiatan No. 4

Pengumpulan Materi
Panduan Praktis Tentang

Tipologi Pengadaan.

Tanggal Pelaksanaan Kegiatan

10 November — 27 November

Daftar Lampiran Bukti

Kegiatan/Evidence

Tahap 1 : membuat draft
panduan praktis tipologi

pengadaan (2 gambar)

Tahap 2 : Review dan validasi

oleh mentor (1 Gambar)

Tahap 3 : Finalisasi dan design

modul panduan (38 Gambar)

Tahap 4 : Meng-Upload
dokumen ke laman SPSE Kab.

Mukomuko (3Gambar)

Tahap 5: Membuat surat
pemberitahuan Kepada OPD
untuk mendownload panduan
praktis pada SPSE Mukomuko

(2 Gambar)

A. Uraian Kegiatan Yang Dilaksanakan\
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Tahap kegiatan pertama dilakukan pada tanggal 10
November 2025 adalah membuat draft panduan praktis tipologi
pengadaan, Dalam proses penyusunan draf panduan praktis
pengadaan barang/jasa, saya memahami kebutuhan ASN di
setiap OPD agar panduan yang dibuat mudah dipahami dan
aplikatif. Saya juga terbuka terhadap saran dari mentor serta
memastikan setiap informasi dalam draf akurat dan sesuai
ketentuan terbaru. Hal ini saya lakukan agar hasil draf benar-
benar bermanfaat dan memudahkan pengguna dalam
pelaksanaan pengadaan. Dalam kegiatan penyusunan draf
panduan praktis pengadaan barang/jasa, saya menunjukkan
sikap kompeten dengan mempelajari berbagai regulasi terkait,
seperti Perpres Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya
dan Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021. Saya menyusun isi
draf secara sistematis, memastikan setiap informasi valid dan
mudah dipahami. Selain itu, saya melakukan pengecekan
ulang serta meminta masukan dari mentor untuk memastikan
draf yang dihasilkan akurat dan dapat menjadi pedoman bagi
ASN OPD dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Dalam
proses penyusunan draf panduan praktis pengadaan
barang/jasa, saya menunjukkan sikap kolaboratif dengan
melibatkan rekan kerja dan mentor untuk memberikan masukan
terhadap isi draf. Saya aktif berdiskusi agar panduan yang

disusun benar-benar sesuai kebutuhan OPD dan mudah
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diterapkan. Selain itu, saya menjaga komunikasi yang baik
serta berbagi referensi peraturan terbaru agar seluruh tim
memiliki pemahaman yang sama. Melalui kerja sama ini, draf
yang dihasilkan menjadi lebih lengkap, akurat, dan bermanfaat
bagi pengguna.

Tahap kegiatan kedua yaitu Review dan validasi oleh
mentor. Dalam kegiatan review dan validasi draf panduan
praktis pengadaan barang/jasa kepada mentor, saya telah
menyiapkan dokumen secara rapi dan lengkap agar mudah
dipahami. Saya menyampaikan penjelasan isi draf dengan
sopan dan terbuka terhadap masukan yang diberikan. Setiap
saran dari mentor saya tindaklanjuti dengan cepat untuk
memastikan hasil revisi lebih baik dan sesuai harapan. saya
juga telah memahami secara menyeluruh isi dan tujuan dari
draf yang disusun. Saya menjelaskan setiap bagian dengan
percaya diri dan menyesuaikan perbaikan berdasarkan arahan
mentor sesuai dengan ketentuan Perpres dan Perlem terbaru.
Setiap masukan saya tindaklanjuti dengan teliti agar hasil revisi
tetap akurat dan sesuai regulasi.

Tahap kegiatan ketiga adalah Finalisasi dan design
modul panduan. Dalam kegiatan finalisasi dan desain modul
panduan praktis pengadaan barang/jasa, saya telah
menyesuaikan isi dan tampilan modul berdasarkan masukan

dari mentor serta rekan kerja, terbuka terhadap perubahan
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format dan menggunakan aplikasi desain seperti canva agar
modul tampak lebih menarik dan mudah dipahami oleh ASN di
OPD. Saya juga telah menunjukkan sikap kolaboratif dengan
bekerja sama secara aktif bersama mentor dan rekan kerja
untuk menyempurnakan isi dan tampilan modul, terbuka
terhadap berbagai saran perbaikan, baik dalam aspek tata letak
maupun bahasa, serta berkoordinasi secara intens agar hasil
akhir sesuai yang diharapkan. Melalui kerja sama yang baik
dan komunikasi terbuka, modul yang dihasilkan menjadi lebih
informatif, menarik, dan mudah digunakan sebagai panduan
dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Tahap kegiatan keempat yaitu melakukan Upload dokumen di
laman SPSE Kabupaten Mukomuko untuk di distribusikan
kepada OPD, OPD dapat membuka laman dan mendownload
panduan untuk dijadikan pedoman dalam melakukan
perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam
melakukan proses upload dokumen pengadaan di aplikasi
SPSE. Dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan PPK dan
Pokja untuk memastikan dokumen yang diunggah sudah final
dan sesuai ketentuan. Saya juga menjaga komunikasi yang
sopan dan terbuka apabila terjadi kendala teknis agar proses
berjalan lancar dan transparan, dengan melaksanakan tugas
sesuai ketentuan yang berlaku dan menjaga kerahasiaan

dokumen pengadaan. Saya juga telah memastikan seluruh
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berkas yang diunggah telah diverifikasi dan disetujui oleh pihak
berwenang, sebagai bentuk tanggung jawab dan kesetiaan
terhadap aturan serta integritas instansi.

Tahap kegiatan kelima adalah membuat surat
pemberitahuan Kepada OPD untuk mendownload panduan
praktis pada SPSE Mukomuko. Bertujuan untuk mempermudah
OPD dalam memperoleh panduan praktis dengan cara
mendownload file pdf melalui SPSE kabupaten Mukomuko,
dengan menggunakan bahasa yang ramah, jelas, dan
membantu agar penerima dapat segera memahami maksud
surat. Memanfaatkan sistem SPSE (Sistem Pengadaan Secara
Elektronik) dapat mempermudah penyebaran informasi,
dengan perkembangan digital yang lebih efisien dan efektif
B. Foto/Dokumentasi dan Bukti Fisik Kegiatan.

d. Tahap 1 : Membuat draft panduan praktis tipologi

pengadaan

Gambar 1 : Membuat Draft\ Panduan Praktis
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Gambar 2 : Draft Panduan Praktis

e. Tahap 2 : Review dan validasi oleh mentor

Gambar 1: Mé?akukan Re'we'w ldan Validasi Mentor
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Tahap 3. Finalisasi dan design modul panduan

PANDUAN
PRAKTIS

Tipologi Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

Pokok Bahasan

Hal-hal yang akan menjadi

|NAPROC btdrasomdalah:

Katalog Elektronik
Dasar Hukum
Ko

sar Pengada
Ba sa Pemerinta

ologi Jenis Pengada
Cara Mendapatkan Pengadaan
Metod milihan Penyedia

1. Dasar Hukum

1. Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang 4. Perlem LKPP Nomor 11 Tahun 2021
Pengadaan Barong/Jcsa Pemerintah. Tentang Pedoman Perencanaan

2. Perpres No.12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .
Perubahan atas Perpres No. 16 Tahun  EEEIGeTN{eTalaTNss =\ ¥ ole] (elgNol=te lelaplely)
2018. Perpres No. 46 Tahun 2025 bagi pelaku pengadaan untuk

3. tentang Perubahan Kedua atas melaksanakan perencanaan

Perpres No. 16 Tahun 2018 (terbaru). pengadaan
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2. Konsep Dasar Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

Pengertian Pengadaan Barang/Jasa

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan
Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi
Lainnya/Pemerintah Desa yang dibiayai oleh APBN/APBD/APB Desa yang
prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil
pekerjaan.

4
; — Tujuan Pengadaan
Tujuan Dan Prinsip ) _ _
+ Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari
Pengadaan setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari
aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi,
dan penyedia;
R ] :
N - * meningkatkan penggunaan produk dalam
Prinsip Pengadaan negeri;
.. + meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha
Efisien Kecil, dan Koperasi;
Efektif * Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
Transparan + mendukung pelaksanaan penelitian dan
Akuntabel pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian
Teolbd s * Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
Bersaing * Mendorong pemerataan ekonomi dan
Adil memberikan perluasan kesempatan berusahg;
dan
* Meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan
5

3. Tipologi Jenis Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

Jasa Kontruksi i Jasa Konsultasifll Jasa Lainnya
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Pengadaan Barang

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud. bergerak
maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau
dimantafaatkan oleh pengguna barang.

Contohnya :
* Bahan Baku;
Nilai Penquaan+ﬂetode Keterangan * Barang setengah jadi;
* barang jadi/peralatan;
Pengadaan * Mahluk Hidup
<Rp10jt Langsung/E- Nota Pembelian Keterangan :
Purchasing Untuk kebutuhan rutin dan berulang,
disarankan menggunakan E-Katalog /
Pengadaan E-Purchasing.
>Rp.10jts.d 50jt Langsung/E- Kwitansi Pengadaan barang dengan nilai kecil
Purchasing dapat dilakukan oleh Pejabat
Pengadaan, sedangkan nilai besar
Tender/E- oleh Pokja Pemilihan di UKPBJ.

Surat Perintah

>Rp.505.d200jt pyrchasing Kefja

Pengadaan Barang/Jasa
Menggunakan Katalog
Elektronik

Katalog Elektronikadalahsistem informasielektronik yang memuat informasi
berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalah Negeri (TKDN),
produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk ramah
lingkungan, negara asal, harga, Penyedia, dan Informasi lainyya terkait
barang/jasa.

Mengapa Katalog elektronik?
pengadaanmelalui katalog elekronik akan lebih
meningkatkan transparansi dan mempersingkat
waktu pemprosesan siklus pengadaan dengan
menyediakan daftar barang/jasa.

d

Pengadaan yang
dikecualikan

Berdasarkan PerpresNo.46
Tahun2025 Pasal6l

Pengadaan Barang/Jasa pada badan layanan
~, umum/badan layanan umum daerah

Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan

berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas
kepada masyarakat

Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan
sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan

Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya.
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PEKERJAAN KONSTRUKSI

Pekerjaan Kontruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan,
pengoprasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Konstruksi Konstruksi Metode Pemilihan sesuai nilai
Bangunan Gedung 3angunan Sipil pekerjaan

Chomiializ pembqngunun ContOh:.Jalan'.J?mb.amn“ engadaan Metode Pemilihan

kantor, sekolah, rumah drainase, irigasi,

dinas, gedung olahraga dermaga, bendungan. < Rp. 400 Juta Pengadaan Langsung | Pejabat Pengadaan

Pemeliharaan ;,.':.ip;,z 00Jta8d23  render Pokja Pemilinan
Konstruksi

Contoh: rehabilitasi 2 Rp. 2,5 Miliar Tender Pokja Pemilihan

perbaikan, atau peningkata
jalan dan gedung.

Q0 Jasa Konsultasi ¥

Jasa Konsultasi adalahjasalayananprofesionalyangmembutuhkan keahlian
tertentu di berbagaibidangkeilmuanyangmengutamakanadanya olah pikir.

sxe
Metode Pemilihan
Konsultasi Non-
Kontruksi
Contohnya :
. T q Untuk jasa
ran;p_ortaa <Rp.100 Juta Pengadaan Langsung  konsultasi
« Pendidikan Pengadaan Jasa sederhana
« Kesehatan . -
Kehutanan e <Rp. 10 Juta Penunjukan Langsung Untuk Kondisi Tertentu

Contohnya :
» Jasa Konsultasi Kontruksi
Pengkajian dan

Perikanan
Melalui tahapan

>Rp. 100 Juta Seleksi ERLE I ERIEET

Perencanaan evaluasi teknis &
. . biaya
« Jasa Konsultasi Kontruksi
Perancangan, Seleksi atau Bergantung pada
Pengawasan Ka:‘::ol::: an penunjukan nilai dan kebutuhan
: pe 9 langsung keahlian
.
Jasa Lainnya * Contormya sepert:
* Jasa Boga

Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi * Jasa layanan kebersihan

* jasa penyedia tenaga kerja
* jasa perbankan, asuransi dan
keuangan

atau jasa yang membutuhkan peralatan,
metodologi khusus, dan atau keterampilan
dglqm suatu S'lsten.'u tata kelola yang telah + jasa layanan kesehatan
dikenal luas di dunia usaha untuk « jasa penerangan, iklan/reklame

menyelesaikan suatu pekerjaan. * jasa percetakan dan penijilidan
* jasa pemeliharaan/perbaikan
* jasa penjahitan/konveksi

¢ jasa penyewaan

¢ jasa akomodasi

* jasa angkutan penumpang

* jasa penyelenggaraan acara

* jasa pengamanan

¢ jasa layanan internet

* jasa pos dan telekomunikasi
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Cara Mendapatkan Pengadaan

diaturdalampasal 3 PerpresNomor16
Tahun 2018,

Pengelompokan tipe swakelola di atur dalam

1 SWAKELOLA pasal 18 Perpres Nomor 16 Tahun 2018
. Tipe | yaituSwakelolayangdirencanakan,dilaksanakan,dan diawasi
Yaitu : cara memperoleh oleh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab
bdrdng/jdsc yang dikerjakan anggaran;
sendiri oleh Tipe Il Yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh
Kementrian/Lembaga/Peran Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran

dan dilaksanakan oleh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah lain

pelaksana swakelola;

gkat Daerah Lain, Organisasi Tipe lll Vgitu Swakelola yang direncanakan dan diawusi-oleh
Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran

Kemasyarakatan, atau dan dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan pelaksana

Kelompok Masyarakat swakelola;

Tipe IV Yaitu swakelola yang direncanakan oleh

Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran

dan/atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat dan dilaksanakan

serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola

gkat Daerah,
Kementrian/Lembaga/Peran

Pengadaan melalui penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
Dilakukan oleh Pelaku Usaha yang menyedickan barang/jasa berdasarkan kontrak. wajib memenuhi
kudlifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Daftar Penyedia dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori :

1.Approved Supplier

Para penyedia yang sudah lulus dan mampu setelah masuk ked daftar penyedia barang/jasa,
namun belum mendapatkan pekerjaan. sehingga belum terbukti apakah dapat melaksanakan
kewdjibannya dengan kinerja yang memmuaskan.

1.Preferred Supplier

Para penyedia yang terdaftar dalam daftar penyedia barang/jasa dan telah
mendapatkan pekerjaan serta melaksanakan kewajibannya seperti dalam
kontrak secara memuaskan
1.Emergency Supplier
Sebagian dari pada penyedia dalam kategori Preffered (atau
juga Approved bila tidak ada yang berada dalam Preffered)
ang dipakai sebagai rujukan pertama bila terjadi kondisi
rurat (emergency)

o RS
Metode dalam pemilihan penyedia ~
: -
1. E-purchasing ’,
E-purchasingataupembelian secara elektronik merupakan tata
cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. \
Kewajiban E-purchasing apabila tersedia S
dalam katalog elektronik, kecuali : w

* tidak dapat memenuhi kebutuhan dari
aspek volume, spesifikasi teknis, waktu,
lokasi dan/atau layanan ; atau

* berdasarkan pertimbangan lebih
efisien dan/atau efektif jika
dilaksanakan dengan metode selain E-
purchasing.

Pengecualian kewajiban pelaksanaan E-
purchasing dilakukan berdasarkan
penilaian PPK.

1. Jasa Konsultan masuk ke dalam
e-katalog

2.pokja dapat melakukan E-
purchasing selain metode
pembelian langsung (negosiasi)

3.untuk diatas 100jt memerlukan
HPS

4.jaminan pelaksanaan untuk
purchasing diatas 200jt
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2. Pengadaan Langsung

Barang/Jasa Lainnya Paling Banyak Rp. 200 juta
Jasa Konsultansi Paling Banyak Rp. 100 juta
Pekerjaan Konstruksi Paling Banyak Rp. 400 juta

3. Penunjukan Langsung

Penunjukanlangsungmerupakan metodepemilihanuntukmendapatkan penyedia
barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu.

Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untukkeadaan tertentu sebagaimana dimaksud
meliputi:

pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/ataubantuan Presiden
berdasarkan arahan Presiden;

penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi,
pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta
keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain
bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu
kesatuantanggungjawabatas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat
direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;

« Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha
yang mampu;

pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan
kedelai,serta pupuk yang meliputi Urea,NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka
menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan
peningkatan ketahanan pangan;

pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang
bersangkutan;

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan
oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak
paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari
pemerintah;

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukanTender ulang
mengalami kegagalan;

pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya dalam hal terjadi pemutusan Kontrak atau permintaan berulang (repeat order)
untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sama.
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N\
~
4. Tender Cepat ~
Tendermerupakan metode pemilihan penyedia untuk pengadaan V4
barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya, yang dilaksanakan dalam hal / |
spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara WD 1
rinci dan pelaku usaha telah terkualifikasi dalam sistem informasi ~
kinerja penyedia -
/, I

5. Tender/Seleksi

Tender/Seleksimerupakanmetode pemilihan untuk mendapatkan

penyedia. Tender adalah metode pemilihan penyedia untuk pengadaan
barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya. sedangkan seleksi adalah
metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultasi.

( Thynk Unlimited

Terima
Kasih!

Gambar 1 : Design panduan praktis
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SOSIALISASI

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN
2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- ===

Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan

PERATURAN PRESIDEN

- OUTLINE

15 Bab 91 Pasal

61 4 Ketentuan
Perubahan Lainnya

v PELAKU PENGADAAN

Penambahan Kewenangan PA Perluasan Ketentuan KPA
1. Penetapan Penunjukan Langsung terkait Pelaksanaan program
prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden KPA dapat melaksanakan tugas PPK dan wajib
berdasarkan arahan Presiden. (Pasal 38 Ayat (5) huruf a & 41 Ayat (5) memiliki pengetahuan tentang Pengadaan Barang
huruf a) dan Jasa serta PPK. (Pasal 10 Ayat (5) dan (6))

2. Dengan pertimbangan untuk mengatasi kekosongan hukum dan/atau
stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum
dapat menyesuaikan prosedur/tata cara/tahapan, metode, jenis
kontrak dan/atau bentuk kontrak pada proses pengadaan. (Pasal 9
ayat (1) huruf 2)

Penambahan Tugas PPK Penambahan Tugas Pokja Pemilihan

1. Dalam melakukan pemaketan, PPK wajib mengalokasikan paling
sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja Barang/jasa
untuk menggunakan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta
koperasi dari hasil produksi dalam negeri (Pasal 20 ayat (3))

2. Menginput e-Kontrak dan mengendalikan Kontrak menilai kinerja
Penyedia. (Pasal 11 Ayat (1))

Melaksanakan E-purchasing non Pembelian langsung
(mini kompetisi -red.) (Pasal 13 Ayat (1))
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¥ KETENTUAN PENGGUNAAN PDN

(Pasal 66 dan 67) |

LAYERING PENGGUNAAN PDN PRODUK INDUSTRI

e —f— PDN dengan nilai TKDN+BMP > 40% dan nilai TKDN >25%

Layer 2 —— PDN dengan nilai TKDN+BMP < 40% dan nilai TKDN > 25%

Layer3 —1— PDN yang memiliki nilai TKDN < 25%

Layer 4 —L— PDN yang telah tercantum dalam sistem informasi industri nasional
PREFERENSI HARGA Self declare masih dapat digunakan paling

lama 2 (dua) tahun sejak perpres berlaku

Barang Berdasarkan nilai TKDN (Pasal Il Ketentuan Lainnya)
Jasa Berdasarkan komi untuk pai
. A I batas minimum TKDN yang ditetapkan oleh
Pekerjaan Konstruksi PPK sesuai ketentuan Kementerian PU
[ I ¥
WLKPP

- PBJ INTERNASIONAL

Pasal 63 & 64

Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang

Pengadaan Barang/Jasa Internasional pendanaannya bersumber dari pinjaman luar

P negeri atau hibah luar negeri berlaku ketentuan
mencantumkan ketentuan mengenai: sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden

ini, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman
luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri atau
turunan perjanjian/dokumen lain yang berkaitan
dengan perjanjian sebagai bagian dari
persyaratan pinjaman luar negeri atau hibah luar

1. alih teknologi/pengetahuan;

2. penggunaan tenaga ahli/tenaga teknis
nasional; dan/atau

3. penggunaan Barang/jasa lain dari dalam

negeri. negeri serta ketentuan asal (country of origin)
Barang dan jasa
w' N W W A W W nr n T VESN UF UEEs § F WNET W /
. LKPP
e PBJ DIKECUALIKAN
(Pasal 61)
Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan
Presiden ini:
a. Pengadaan Barang/Jasa pada badan
layanan umum/badan layanan umum Tetap berlaku untuk
daerah; kewajiban  penggunaan
b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan Produk Dalam Negeri dan
berdasarkan tarif yang dipublikasikan Produk Usaha Mikro dan
secara luas kepada masyarakat; Usaha Kecil serta
c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan koperasi,

sesuai dengan praktik bisnis yang sudah
mapan; dan/atau

d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya.

Pengadaan Barang/Jasa pada badan layanan umum/badan layanan umum daerah
diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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PBJ BERKELANJUTAN

(Pasal 68)

Aspek berkelanjutan terdiri atas
aspek lingkungan, aspek sosial,
aspek ekonomi dan/atau aspek
institusional.

PBJ DARURAT

(Pasal 59)

Eemberian bantuan kemanusiaan
epada daerah di Indonesia atau
negara lain yang terkena bencana

i PBJ DESA

Pasal 64A, 64 B & 644C

Pengadaan Barang/Jasa desa
| dilaksanakan untuk meningkatkan
H‘ pertumbuhan ekonomi desa sesuai

dengan kewenangan desa dengan

mengutamakan Penyedia di desa
setempat dan penggunaan material
yang ada di desa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai
m Pengadaan Barang/Jasa desa B Pengadaan Barang/jasa dosa

dilakukan melalui Swakelola dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

pemberdayaan masyarakat dgsa. 64A dan Pasal 64B diatur dengan
peraturan bupati/wali kota dengan
mengacu kepada PerLKPP.

v SDM & KELEMBAGAAN PBJ
(Pasal 74-75)
Kementerian/Lembaga yang memiliki unsur pelaksana tugas Sumber daya pengelola fungsi PBJ
! pokok di daerah dan luar negeri dapat membentuk Satuan diberikan penghargaan dan
Pelaksana di bawah UKPBJ pengakuan sebagai sumber daya

pengelola fungsi PBJ sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan

Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa,
perancang kebijakan dan sistem Pengadaan Barang/Jasa
wajib  memiliki kompetensi di bidang Pengadaan
Barang/Jasa.

Personel Lainnya dapat ditugaskan sebagai Pejabat Pengadaan dan/atau PPK, membantu
tugas PA/KPA dalam perencanaan, pengelolaan Kontrak, dan serah terima, melaksanakan
persiapan pencantuman Barang/jasa dalam katalog elektronik, dan ditugaskan sebagai
sumber daya pendukung ekosistem PBJ.
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wuer KONTRAK

Jaminan Pelaksanaan diberlakukan untuk Kontrak
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah). (Pasal 33 ayat (1))

Dalam hal perubahan Kontrak disebabkan adanya keadaan

darurat, maka ketentuan penambahan nilai Kontrak akhir
s dapat melebihi 10% (sepuluh persen) berdasarkan
\ persetujuan dari PA. (Pasal 54 ayat (2))

) JAMINAN

Pengadaan melalui E-Purchasing dengan Kontrak
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah) diperlukan Jaminan Pelaksanaan.

(pasal 33 ayat (2b)

Jaminan sanggah banding untuk pengadaan Pekerjaan
Konstruksi dan pekerjaan terintegrasi. (Pasal 30 ayat (2a)

*  PENGADUAN OLEH
MASYARAKAT

(PASAL 77)

Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan
dari masyarakat kepada menteri/kepala lembaga,
gubernur, atau bupati/walikota atau kepada
Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik
Indonesia  mengenai  penyimpangan  atau
penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa, penyelesaian dilakukan
dengan mendahulukan proses administrasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang administrasi pemerintahan.
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LKPP
? : Kementerian/Lembaga/Pemerintah  Daerah/Institusi  Lainnya  diberikan
E penghargaan atau pengenaan sanksi dalam peningkatan penggunaan Produk

REWARD & Dalam Negeri sesuai dengan indeks kepatuhan Produk Dalam Negeri yang
diterbitkan oleh lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
PUNISHMENT pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan

Pencapaian Peningkatan PDN pembangunan nasional

Untuk Instansi Kementerian/Lembaga/Pemerintah  Daerah/Institusi Lainnya yang tidak

memenuhi target penggunaan Produk Dalam Negeri dikenakan sanksi

(PASAL 81A)

atif berupa pemberian teg tertulis.

Pemberian teguran tertulis dilakukan oleh:
a. menteri koordinator/menteri teknis yang memiliki kewenangan pembinaan
E untuk Kementerian/Lembaga dan Institusi Lainnya; dan
_I b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk
Pemerintah Daerah.

Pemberian penghargaan atau p sanksi dalam peningkatan

penggunaan Produk Dalam Negeri:

a.untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. untuk Instansi Lainnya, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam peraturan menteri yang memiliki kewenangan pembinaan teknis
Institusi Lainnya.

2

SANKSI DALAM PEMILIHAN DAN
PELAKSANAAN KONTRAK

1.Sanksi administratif berupa:
a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
b. sanksi pencairan jaminan;
c. Sanksi Daftar Hitam;
d. sanksi ganti kerugian; dan/atau
e. sanksi denda.

2.Pengenaan sanksi dikenakan pada
perorangan, badan usaha, dan/atau pengurus
badan usaha.

(PASAL 78) -

Perbuatan atau tindakan Penyedia dalam proses

s AN KSI B AGI pencantuman katalog berupa:

a. tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam
PENYED IA syarat dan ketentuan Penyedia;

b. menayangkan Produk Dalam Negeri dengan
(PASAL 80) sertifikat tingkat komponen dalam negeri yang
tidak sesuai dengan daftar inventarisasi
Barang/jasa produksi dalam negeri yang
diterbitkan oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

perindustrian;

c. menayangkan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai
komitmen di bawah batasan minimum nilai tingkat
komponen dalam negeri sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. menayangkan Produk impor sebagai Produk
Dalam Negeri.
dikenakan sanksi administratif.
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= SANKSI DALAM KATALOG =

(PASAL 80)

1.Perbuatan atau tindakan Penyedia dalam E-
purchasing dan/atau tidak memenuhi kewajiban
yang tercantum dalam surat/bukti pesanan
dikenakan sanksi administratif.

2.Sanksi administratif sebagaimana dimaksud
berupa:

a. pemberian surat peringatan;
b. penghentian dalam sistem transaksi E-
purchasing; atau
c. penurunan pencantuman Penyedia.
3.Pengenaan sanksi sebagaimana dikenakan pada
perorangan, badan usaha, dan/atau pengurus
badan usaha.

\yLKPP
PENGATURAN PBJ LEBIH LANJUT

(Pasal 86) dihapus

Amanat kepada Menteri/kepala lembaga/Kepala
Daerah untuk dapat menindaklanjuti Menyusun
aturan Pelaksanaan terhadap Peraturan Presiden ini

(Pasal 86A)

Dalam hal diperlukan penambahan ketentuan dan
proses bisnis di luar Peraturan Presiden ini, Institusi
Lainnya dapat mengatur lebih lanjut ketentuan yang
diatur dalam Peraturan Presiden ini.

' bangga >
; —
o FiEEn erawiak

Terima Kasih

KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Komplek Rasuna Epicentrum JI. Epicentrum Tengah Lot 118
P m:ns*mms.mm1m

www.Ikpp.go.id a Ikpp_ri ::l\:‘;lw":.dﬁdaanm (‘12-29935577

Gambar 1 : Draft Sosialisasi Perpres 46 Tahun 2025
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f. Tahap 4 : melakukan Upload dokumen di laman SPSE

Kabupaten Mukomuko untuk di distribusikan kepada OPD

« > ¢ %2 spse.inaproc.id/mukomukokab/ Q

INAPROC KAB.MUK

BERANDA  CARIPAKET KONTEN KHUSUS DAFTAR HITAM A KONTAK KAM) PENDAFTARAM PENYEDIA

Pengumuman dan Berita Linat semuz »

PANDUAN PRAKTIS TIPOLOGI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

MODUL SCSIALISASI PEPRES NOMOR 45 TAHUN 2025

c spse.inaproc.id/mukomukokab/pengumuman/10008084000 Q W
PANDUAN PRAKTIS TIPOLOGI PENGADAAN BARANG/JA SA PEMERINTAH

Buku Panduan ini menjelaskan secara terinci tentang Tipologi Pengadaan BarangiJasa Pemerintah (PBJP) duntuk tahun 2025 diatur berdasarkan kerangka hukum utama yaitu Peraturan [l 18 beberapa kali diubah,
terakhir dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025.
Tipologi PEJP i i utama: jenis objek dan cara
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025, sebagal perubahan kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018, hidak memperkenalican tipologi pengadaan” yang baru secara fundamental, tetapi yang sudah ada. menujuk paj
diadakan oleh pemerintah

pres i, pengadaan poitkan menjadi 4 utama

Tipologi Pengadaan Berdasarkan Perpres 45 Tahun 2025:

1. Pengadiaan Barang

Mencakup benda bervayud maupun fidak berwuud, bergerak maupun idak bergerak. yang dapat dipaa, . atau dmanta;
Contohnya termasuk aat tulls kantor, komputer, kendaraan, cbat-obatan. atau Iisens! perangkat hunak.

2 PeKENAaN KONSUKSE

Mencakup seluruh kegiatan yang bangunan perbaikan, pemeli Bangunan atau sinukur fisik fainnya,

Contohnya pembangunan jalan, jembatan. gedung kantor pemerintah, atau ingas.

3 Jasa Konsumansi

Mencakup layanan profesional yang membutuhian keahiian intelektual atau keahiian tekni ¥ i i clah piki unfuk

Contohnya layanan konsuitan manajemen. konsultan huum, kensultan perencana, atau jasa pengawasan proyek.

4 JasaLainnya

Mencakup layanan non-Konsutansi atau layanan jasa sein ketiga Jens di atas, yang membutubikan peralatan, metodologi, dan/atau keahiian dalam suaty sistem tata kekoia yang telah dikensl hias di cunia usana

Cantohnya jasa kebersihan (deaning service). j2sa katering. fasa keamanan, atau j2sa penyelenggaraan acara fevent organizer).

Perpres 46 Tahun 2025 letih fokus pada mefode, efia, dan tata kelola masing tersebut, bulkan paita perubahan jents-fenisnya. Perubahan yang significan misainya kewajiban bagi Pesabal Pembuat Komamen (PPK) untuk memilla Sertiikat Kompel|
tipologl pengaaan yang dtanganina

gguna Barang

Lampiran
« & PANDUAN PRAKTIS TIPOLOGI PE.. par

& > C % spseinaprocid/mukomukokab/pengumuman/10008085000 Q W

Modul ini Menjeiaskan Poin-poin Penting Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2025 adziah perubahan kedua aias Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadazn BarangJasa Pemeriniah (PBJ). Modulmodul yang beredar merupakan bahan sosiaisas! unfuk memahani
poin-poin perubahan utama datam regulasi i, yang mulai beriaku sejak 30 Aprl 2025
Modul sosialisast i Grancang Uniuk memperkuat ekosistem pengadazn pemeintan yang b transparan. akuntabel, dan berorientasi hasi. dengan beberapa perubahian signifkan

Peningkatan Penggunaan Produk Daiam Negen (PDN): Perpres ini menekankan kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PON ¥emampuzn industr daiam negeri yang inventarisasi kementerian perindusirian.
Digitalisast Pengadaan: Terdapat dorongan kuat uniuk digitalisast proses pengadaan. termasuk penggunaan sistem katalog elekironi (e-katalog) versi terbaru dan metode e-purchasing yang lebih efisen.

Dukungan L Keci (UMK): Pengad mendukung UMK, dengan kefentuian baru mengenai afrmasi bagi peiaky Usaha tersebut

Fleksibitas dan Efisiensi

Keadaan Danurat Terdapat mengenzi y e keadazn danurat, di imahan nitai konirak dapat melebini 10% dengan persetijuan Pejabat Pembuat Anggaran (PA)

Pengadaan Langsung: Niai maksimal Pengadazn Langsung Barang/Pekerjazn Konstruksijasa Lainnya tetap pada baias Rp200 uta, sementara Jasa Konsultansi pada Rp100 juia

Peningkatan Kompetensi SDM P8

PPK Waiib Sertfiat Kompetensi: Perpres 46/2025 mengamanatizn bahwa PPK wajib memilii Sertsikat Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemennizh

Polja Pemilhan: T Pokja Pemilian wajib meiibatkan minimal 1 (satu) Pengelola Pengadaan barang/asa yang berserifikat

Tata Kelola dan Efika: Penegasan kembali etia dan prinsip-pansip P5J yang melipusi efisen, efeki, iransparan, adi, dan akuntabel, serta larangan menerima graffisi atau komisi terkait PBJ.
Cakupan PBJ: Definisi PBJ diperiuas mencakup kegiatan di ngiat D LainnyaF Desay Desa

Lampiran
« &SOSIAUSAS|

Gambar 1 : Upload Dokumen panduan praktis dan modul sosialisasi

Perpres 46 tahun 2025
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g. Tahap 5: membuat surat penyampaian panduan

praktis kepada OPD untuk di unduh.

IPEMERIHTAH KABUPATEN MUKOMUKO

SEKRETARIAT DAERAH

IL linam Bonged Mo, | Eomslok Perkanbomn Pemenniah Kabepaten Mukomako
Telp. (0737} 71001 T2 Kads Pos IEIAS

Iluloozanico, — DMovember 20235

Homgr, R P I  -  w 1 Fapada,
Sifat : Bemping Tih— Fepala Berauaks: Daerah
Hal = Benyaupaizg Panduan Brajgs dan Di Lingkunazg Bemerimgah
Modul Sosialisasi Perpras 46 Dizerzh Esbupaten
Talym 2025 pada Weksita LPSE Iviulomgion.
TEME AR biukonulca, di-
TEMPAT

Gelbyazan. dersan talad, diterapkanya, Beratiran, Braciden, nonor, 46 @b,
1025 tpptane Bevbahan Fedus Ates Pemturae, Braciden, Mowepr 16 Jalm, 2018
tpgtanz Dengadasn Barang Tasa Bemgeringah, bersana il arnd sapupsaiican bako, Unit
Beziatzn Bengadaay Barans Tasa (UKPET) Bemeriah Eabumatam Mukomulko gl
wempdiakan, Panduan Brplitia Tipolagl Bengadasp, BarangTaza Dempesinieh dan
Modul Josidkisas Baratnras, Bragiden. onpr 46 Takpan, 2015 yang dapatdisunakaa,
aebagal arpan dalkap peleloanaay Bengadaan Barang Tasa.

Urptnle. g, dipuaing. bepade, erlarud, Beraueks Daersh dan pibek, (Agkalt, agar
dapaet, wpuenrdyt, dokpmeg. tAmabat, melalni Website Resmi LPSE Berperiniah,
Frabupatan Mukomuoko pada Alamat

1. hiadul mﬂumm&mﬂa Jaknap, 2025, pada link

Demikian, diszopaikan, yuk, peaisdl peryetiap. dan Kepa, suma, yang bajk
. Terimaices

ap. SEKFRETAFRIS DAFRAH
ASISTEN PEREKONOMIAN dan
PEMBANGUNAN

AGUS STURARMAN, SKMM AMPH., MM
Pembina Thama huda IV/c
LR 196908041980121004

egniasan, Jth;

1. Bapak Bugati Mukommiko

2. Bapak Selgetads Desrah Fsbupatan hiukonmlo

3. Eepala Bzgian Penzadaay Barans dan Jzxz SETDAR AR Nipkamaks
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PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
SEKRETARIAT DAERAH

JI Imam Bonjol No. | Komplek Perkant P
Telp (0737) 71001/71002 Kode Pus JSJI:S

Mukomuko,28 November 2025

Nomor 1 027/181/B.6/X1/2025 Kepada,
Sifat : Penting Yth,  Kepala Perangkat Dacrah
Hal : Penyampaian Panduan Praktis dan Di Lingkungan Pemerintah
Modul Sosialisasi Perpres 46 Daerah Kabupaten
Tahun 2025 pada Website LPSE Mukomuko
PEMKAB Mukomuko di-

TEMPAT

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden nomor 46 tahun
2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
P daan Barang/Jasa Pemerintah, bersama ini kami sampaikan bahwa Unit
Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Mukomuko telah
menyediakan Pand Praktis Tip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan
Modul Sosialisasi P Presid Nomor 46 Tahun 2025 yang dapat digunakan
sebagai acuan dalam pelak P daan Barang/Jasa.

Untuk itu dimohon kepada seluruh Perangkat Daerah dan pihak terkait agar
dapat mengunduh dokumen tersebut melalui Website Resmi LPSE Pemerintah
Kabupaten Mukomuko pada Alamat :

1. Modul Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, pada link :
https://spse.inaproc.id/mukomukokab/pengumuman/10008085000

2. Panduan Praktis Tipologi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada link :
s://spse.inaproc.id/mukomukokab/pengumuman/ 10008084000

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan kerja sama yang baik
diucapkan Terimakasih.

an. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEREKONOMIAN dan

+6ftima Muda 1V/c
NIP : 196908041989121004

Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Mukomuko

2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko

3. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa SETDAKAB Mukomuko

Gambar 1 : Surat pemberitahuan Kepada OPD untuk

mengunduh panduan praktis pada SPSE Mukomuko
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Dokumentasi Pelaksanaan Aktualisasi

DAFTAR SERAH TERIMA SURAT

Kegiatan : Penyampaian Surat dan Sosialisasi Singkat tentang Panduan Praktis Tipologi
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Tempat : Organisasi Perangkat Daerah PEMKAB Mukomuko
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LAPORAN MINGGUAN

MINGGU KE-4

Judul Kegiatan No. 5

Evaluasi dampak outcome

panduan praktis

Tanggal Pelaksanaan Kegiatan

24 November — 28

November

Daftar Lampiran Bukti

Kegiatan/Evidence

Tahap 1: Mengumpulkan
data mengenai hasil
penerapan aktualisasi.(1

gambar)

Tahap 2 : Mengkaji dampak
outcome rancangan

aktualisasi (1 Gambar)

Tahap 3 : Melaporkan hasil
Habituasi Aktualisasi kepada

mentor (1 Gambar)

C. Uraian Kegiatan Yang Dilaksanakan

Tahap kegiatan pertama yang dilakukan vyaitu

mengumpulkan  data

mengenai  hasil penerapan

aktualisasi. Dalam kegiatan mengumpulkan data mengenai

hasil penerapan aktualisasi, saya melaksanakan beberapa

tahapan kerja yang sistematis untuk memastikan data yang




diperoleh akurat, relevan, dan dapat digunakan sebagai
dasar evaluasi. Dengan menunjukkan sikap sopan, ramah,
dan penuh empati selama proses permintaan data
berlangsung. baik dari OPD maupun unit kerja lain. Untuk
mengetahui sejauh mana penerapan rancangan aktualisasi
memberikan dampak bagi unit kerja, khususnya terkait
peningkatan pemahaman OPD dan ketepatan pelaksanaan
proses pengadaan. Pada tahap ini saya juga menetapkan
indikator keberhasilan yang akan digunakan sebagai
acuan.

Tahap kegiatan kedua yaitu Mengkaji dampak
outcome rancangan aktualisasi. Setelah data terkumpul,
saya mengkaji dampak dengan membandingkan kondisi
sebelum dan sesudah penerapan aktualisasi. Dari hasil
analisis tersebut, saya dapat melihat sejauh mana
perubahan terjadi dan dampak nyata yang dirasakan
pengguna layanan atau pihak terkait. Menghindari
manipulasi data, tetap objektif dalam menilai dampak, dan
menyampaikan hasil kajian secara jujur meskipun
ditemukan hal-hal yang perlu diperbaiki.

Tahap kegiatan ketiga yaitu Melaporkan hasil
Habituasi Aktualisasi kepada mentor. Setelah semua tahapan

kegiatan selesai dilaksanakan, saya menghubungi mentor untuk

menentukan waktu penyampaian laporan, melalui koordinasi
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langsung. Saya mempresentasikan hasil evaluasi secara runtut
dengan menjelaskan poin—poin utama, seperti progres kegiatan,
analisis dampak, serta rekomendasi tindak lanjut.

Selama proses pelaporan, saya menjaga
komunikasi yang sopan, profesional, dan terbuka. Setiap
masukan dari mentor saya catat dan tindak lanjuti sebagai
bagian dari upaya perbaikan. Dengan cara ini, pelaporan
hasil evaluasi tidak hanya menjadi proses penyampaian
informasi, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran serta

peningkatan kualitas pelaksanaan aktualisasi.

. Foto/Dokumentasi dan Bukti Fisik Kegiatan.

. Tahap 1: Mengumpulkan data mengenai hasil penerapan

aktualisasi.
« C % spseinaprocid/mukomukokab ax @
() naproc KAB.MUKOMUKO

"\ Ayo Daftar Akun INAPROC!

b Pansanaran

LR-N-R-R-N-1-]
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c

spse.

B ° Type here to search

@ Dist Onime | Logn

% spseinaprecid/mukomukokab/amel

Dashboard Instansi Tahun Anggaran 2025

[rre—

+ Penarikan cata dilskukan secara ofoms

ormcanaan @

Rp226,3M

PERSIPAN

Rp 74,9 M

+ Tergibi rekop -0 Desemsber 2025 06:28:81 WIB iSupdstesetiap | jors)
L sehar mulai din Fari

X | @ Proyek-Comen x

£ Pusst Pelatinan

Detail Paket Perencanasn

pry—

Pt s emgumamas

@

IE3 Presentaion Seinar Prop

Ssumber_dana=&jenis transaksi=BtstartDates2025-11-27&endDate

65

samwsn

Rp 36,8 M

S

x| B LPSE Kobupsten Mkomuk X

O pured s renpumenas
LT

= 1amaa

R 28

.| oa x b

4

73

e

Rp 235,6 M

BELANIA FENGADARN

Rp 339 J

3 1 pubt

P AMEL- Detail Paket Perenc: X - o8 x

Mew Chrome mailsbie §

o

Berawan A @ 40 di “w:?;nzs -3
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Tahap 2 : Mengkaji dampak outcome rancangan

aktualisasi

5 share

Fle Home Inset  Pagelmout  Formuas  Data  Reiew View Hep Q) Tellme what you want o do
- X . il ) [ F Avtosum A
2 Calir S - KW 2 Wiap et Genens - . = [ ot A d
- (] & W B om T Fill~ Z
Pacte - - Candtionsl formatss Cell | Insest Delete Sot & Find &
8 fu-|0-|8-A- == EMegedconter + | B - % o
- L ES| Merge &, Conte Farmatting - Table = Siyles = - . # Clesr - Filter = Select =
Cosbosd 15 Fant 5 Avanment 5 Number 5 styes el Editina ~
K6 - £ ~
A 8 < o € 3 = " o
1 Detad Paket Perencanann
Yade - T
1= Satusn Kerin oma Paker |
§ TER61553|tezameran V koo [Beianys Pemel marasn Bangunan G=dung Bangunan Gediny Tempat Kern BangurlFen Coinnge | ovemaer 55| snuan 685
+ TGia1T3s{Seuretariat Daeran |Belarss Modal Kurs Ker Pejabat Kurs: Star EPurchasing Pengsdasn Baran] Desember 2025 1 Ohiober 2075
s csrecariat Daeran[selanys Modal Meja carj Pejagar ¢ Furchasing 5 Desember 2035 [1anuan 2035 [ januar
6 [2567755]cecameran bote MukomdSelanys Moda! Alst Pendingin EAurchasing . Gesemper 3025 |1 4pr1 2025
7 310856 sewerariat Daerah___[aelarys Modal Misbe: Eurchasing ¢ Desember 2025 |1 Hovember 3075 |1 Rovember 2025
s Tsssa00cecamaran v koro_[selanys Pemel inarasn Kampater ¥ompurer Unit Fersanal Computer toinne |27 Novemer 005 [1Januan 2035 [ ianuar 2925
26326 kecamatan V koto[oelans Modal Mebe: [Efurchasg . Novermber 2025 [Lianuer 2025 [Lianuan 2025
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